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ABSTRAK 

 

Lufi Ani. 6661072719. Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 
Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol 
(Studi kasus pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat 
Kecamatan Cibodas Kota Tangerang). 
 
Kata Kunci= Evaluasi Kebijakan Publik 
Fokus penelitian ini adalah evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 
Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan 
Minuman Beralkohol (Studi kasus pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan 
Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang). Tujuan penelitian ini 
adalah untuk menjawab rumusan masalah tentang deskripsi bagaimana 
pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 telah 
dilaksanakan selama kurang lebih 5 tahun di Kota Tangerang khususnya pada 
Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota 
Tangerang dan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilannya. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan 
kuantitatif, format studi kasus. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
adalah simple random sampling. Pedoman Pembuatan instrumen diperoleh dari 
teori Weiss yang memuat 4 indikator. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
wawancara terstruktur dan tidak terstruktur disertai studi dokumentasi. Dalam 
melakukan analisa data digunakan uji hipotesis t-test satu sampel, uji dua fihak. 
Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang 
Nomor 7 Tahun 2005 berjalan kurang baik. Dari hasil perhitungan diperoleh 
angka t-hitung < t-tabel = 0,846 < 1,645 dan nilai evaluasi tercapai sebesar 47%, 
angka tersebut berada pada kategori kurang berhasil berdasarkan skala interval 
hipotesis. Artinya Pemerintah Kota Tangerang masih memerlukan perbaikan-
perbaikan pada pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 
2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol 
khususnya pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat 
Kecamatan Cibodas Kota Tangerang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACK 

 

Lufi Ani. 6661072719. Evaluation of Peraturan Daerah Kota Tangerang Number 
7 Year 2005 about Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol 
(Case Studies on the Region in the Village Shops West Panunggangan Cibodas 
District of Tangerang City). 
 
Keyword= Evaluation of Public Policy 
The Focus of this study is the evaluation of Peraturan Daerah Kota Tangerang 
Number 7 Year 2005 about Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman 
Beralkohol (Case Studies on the Region in the Village Shops West Panunggangan 
Cibodas District of Tangerang City). The purpose of this study was to answer the 
problem formulation of descriptions of how the implementation of Peraturan 
Daerah Kota Tangerang Number 7 Year 2005 about Pelarangan Pengedaran dan 
Penjualan Minuman Beralkohol has been implemented for approximately 5 years 
in the city of Tangerang, especially in the area in the Village Shops West 
Panunggangan Cibodas District of Tangerang City and to find out how high the 
level of success. The method used in this research is descriptive quantitative 
approach. Case study format. The sampling technique used was simple random 
sampling. Guidelines for preparation of instruments derived from weiss theory 
which contains 4 indicators. Data collection techniques performed with structured 
and unstructured interviews with study documentation. In analyzing the data used 
hypothesis testing one sample t-test. Test the two parties. The results showed 
implementation of Peraturan Daerah Kota Tangerang Number 7 Year 2005 
running poorly. From the calculation result obtained by counting the numbers of 
t-hitung < t-tabel = 0,846 < 1,645 and the evaluation value is reached by 47%, 
the figures were less successful in the category based on an interval scale 
hypothesis. Meaning Tangerang City Government still needs improvements in the 
implementation of Peraturan Daerah Kota Tangerang Number 7 Year 2005 about 
Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol especially in the 
area in the Village Shops West Panunggangan Cibodas District of Tangerang 
City. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Kota Tangerang secara geografis terletak pada 106’36 – 106’42 Bujur 

Timur (BT) dan 6’6 - 6 Lintang Selatan (LS), dengan luas wilayah 183,78 Km2 

(termasuk luas Bandara Soekarno-Hatta sebesar 19,69 km2). Posisi geografis Kota 

Tangerang dapat dikatakan sangat strategis karena menjadi daerah penyangga 

Ibukota Negara yaitu DKI Jakarta. Posisi enjadikan Kota 

angerang berkembang sangat pesat mulai dari tahun terbentuknya Kota 

hingga saat ini. Pada satu sisi, menjadi daerah 

mpah

vestor tetap 

 strategis tersebut m

T

Tangerang yakni tahun 1993 

li an dari berbagai kegiatan di Kota Jakarta, dan di sisi lainnya Kota 

Tangerang menjadi daerah kolektor bagi pengembangan wilayah di Kabupaten 

Tangerang sebagai daerah dengan sumber daya alam yang produktif. 

 Kedudukan geostrategis Kota Tangerang telah mendorong 

bertumbuhkembangnya aktivitas industri, perdagangan dan jasa yang merupakan 

basis perekonomian Kota Tangerang sehingga menjadikan Kota Tangerang 

sebagai kota metropolitan. Perkembangan dan pembangunan di Kota Tangerang 

sebagian besar dipengaruhi oleh swasta dimana investornya berasal dari Negara 

asing yang mencoba berinvestasi di Indonesia. Oleh karena itu, fasilitas yang 

disediakan oleh Pemerintah Daerah haruslah mendukung agar para in

bertahan menanamkan modalnya di Kota Tangerang. Sebagai salah satu kota di 

Provinsi yang mendapat julukan gerbangnya investasi yaitu Provinsi Banten, Kota 



Tangerang telah mampu membuktikan secara ekonomi dengan mengembangkan 

berbagai kerjasama, kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan dan saling 

memperkuat dengan daerah- daerah disekitarnya. Disamping itu sebagai daerah 

yang berada tidak jauh dari jalur pelayaran Selat Sunda, Kota Tangerang memiliki 

posisi yang sangat strategis sebagai pintu gerbang kegiatan perdagangan barang 

dan jasa, ditambah lagi keberadaan Bandara Internasional Soekarno- Hatta yang 

menambah deretan faktor perkembangan dan pertumbuhan di Kota Tangerang. 

Di sisi lain, posisi geostrategis Kota Tangerang hingga menjadikannya 

sebagai kota metropolitan telah menjadi beban dan tanggung jawab sosial yang 

cukup berat bagi pemerintah daerah, karena kota metropolitan sangat identik 

dengan budaya glamoralitas yakni budaya yang berasal dari negara barat. 

Pertumbuhan Kota Tangerang yang berpenduduk kurang lebih 1.575.140 jiwa 

pada tahun 2007 (sumber: Kota Tangerang dalam angka tahun 2007) ternyata 

diikuti dengan berkembangnya tempat hiburan malam. Sementara itu, budaya 

western

pertanggung jawaban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat dalam 

isasi (budaya barat) turut melatarbelakangi gemerlapnya tempat hiburan 

malam tersebut ditambah sikap masyarakat yang semakin hedonis karena gaya 

hidup kapitalis yang telah meracuni mereka. 

Pemerintah Daerah sebagai pengelola dan pengatur urusan Pemerintah di 

daerah serta kepentingan masyarakat memiliki tanggungjawab besar terhadap 

daerahnya untuk menciptakan daerah yang tertib dan sejahtera sesuai dengan 

Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Tanggung 

jawab pemerintah daerah tidak berhenti sampai disitu saja, melainkan 



berbagai macam hal yang dapat merugikan negara. Oleh karena itu, untuk 

mencapai daerah yang tertib dan sejahtera dibutuhkanlah adanya Peraturan 

Daerah

Peratur ae

masyarakat ata at. 

Maraknya tempat hiburan di Kota Tangerang seiring dengan melesatnya 

pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Kota Tangerang, hingga 

. Pengertian Peraturan Daerah secara umum ialah naskah dinas yang 

berbentuk Peraturan Perundang- Undangan yang mengatur urusan otonomi daerah 

dan tugas perbantuan untuk mewujudkan kebijaksanaan baru, melaksanaakan 

Peraturan Perundang- Undangan yang lebih tinggi dan menetapkan suatu 

organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Daerah. 

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukkan Peraturan 

Perundang- Undangan pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Peraturan Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin terakhir meliputi:  

a.  Peraturan Daerah Provinsi di setujui oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur; 

b.  Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota bersama dengan 

Bupati/ Walikota; 

c.  Peraturan Desa/ Peraturan yang setingkat dibuat oleh Badan 

Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa 

atau nama lainnya. 

an D rah dibuat guna mengatasi berbagai macam masalah sosial di 

u mencegah sebelum terjadinya masalah di masyarak



Walikota Tan

aturan yang b

satu produk kebijakannya adalah Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 

Tahun  te

sangat erat k

Daerah Kota T ahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan 

rena pada 

hakeka

gerang H. Wahidin Halim merasa perlu untuk membuat aturan- 

erkaitan dengan dampak sosial dari pembangunan tersebut. Salah 

2005 ntang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol 

aitannya dengan keberadaan tempat hiburan malam. Peraturan 

angerang Nomor 7 T

Penjualan Minuman Beralkohol dibuat oleh Pemerintah Kota Tangerang dengan 

alasan sebagai penunjang ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.  

Selama ini penjualan dan pengedaran minuman beralkohol di Kota 

Tangerang dirasa sangat cukup meresahkan masyarakat karena telah menelan 

banyak korban akibat mengkonsumsinya. Selain itu juga mengganggu ketertiban 

umum dan kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tangerang 

tidak pernah letih mensosialisasikan Peraturan Daerah ini kepada seluruh 

masyarakat di Kota Tangerang, salah satu caranya melalui spanduk, iklan, dan 

seminar hukum yang diselenggarakan secara bergilir ke berbagai wilayah di Kota 

Tangerang.  

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang 

Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dibuat, ka

tnya minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan jasmani dan 

rohani seseorang, mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat seperti 

yang telah disebutkan serta dapat mengancam kehidupan masa depan generasi 

bangsa dan Negara. Larangan mengkonsumsi minuman beralkohol juga 



disebutkan dalam kitab suci Al- Qur’an surat Al- Baqarah ayat 219 yang artinya 

berbunyi sebagai berikut: 

 Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 
Mereka itu bertanya kepada engkau dari hal tuak (arak) dan judi. 

manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa’atnya. Mereka 

Katakanlah: sekadar berlebih dari hajatmu. Demikian Allah menerangkan 

Maha Benar Allah Dengan Segala Firmannya.  

 

n 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan 

inum dividu yang 

menjua

Kemud

dalam um di 

daerah inuman beralkohol”. Pelanggaran Peraturan 

Katakanlah: Pada keduanya itu dosa besar dan beberapa manfa’at bagi 

bertanya kepada engkau, apakah yang akan mereka nafkahkan? 

kepadamu beberapa ayat, mudah-mudahan kamu memikirkan. 

(QS Al- Baqarah [2] :219). 

 Target daripada Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 

tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang pertama 

adalah para pengecer miras. Pengecer miras menurut Peraturan Daerah Kota 

Tangerang Nomor 7 Tahu

M an Beralkohol pasal 1 yang berbunyi ”perusahaan atau usaha in

l secara eceran minuman beralkohol, khususnya dalam kemasan”. 

ian yang kedua adalah pemabuk pinggir jalan seperti yang telah di uraikan 

pasal 6 yang berbunyi ”setiap orang dilarang mabuk di tempat um

sebagai akibat meminum m

Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan 

Penjualan Minuman Beralkohol dapat dikenakan ancaman pidana sesuai 

ketentuan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang 

Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Bab VII 

mengenai Ketentuan Pidana pasal 13 ayat (1) sampai ayat (4). 

 Dari sebagian data dan sejumlah keterangan dari responden yang diketahui 

peneliti, terlihat masih banyak pengecer miras menjajaki barang dagangannya 



secara sembunyi- sembunyi dan sangat jelas melanggar Peraturan Daerah Kota 

Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan 

Minuman Beralkohol. Adapun pasal yang di maksud adalah pasal 4 yang berbunyi 

“siapapun dilarang menjadi penjual langsung untuk diminum di tempat minuman 

beralkohol golongan A, B, C kecuali di:   

a. Hotel berbintang 3,4,5; 

b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana atau Talam Seloka; 

 A, B dan C kecuali Toko Bebas Bea 

(Duty e Sh sebagaimana dikecualikan dalam Pasal 4 

Peraturan Dae hol di 

Kota T eran

maka akan dit eraturan Daerah Kota Tangerang 

melalu

c. Tempat- tempat tertentu yang telah di tetapkan sesuai dengan 

Keputusan/ Peraturan Walikota”. 

Tempat- tempat tertentu yang diperbolehkan menjual minuman beralkohol 

berdasarkan Keputusan Walikota Tangerang, tertera dalam Peraturan Daerah Kota 

Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan 

Minuman Beralkohol pada pasal 7 yang berbunyi “Siapapun dilarang menjadi 

Pengecer minuman beralkohol golongan

Fre op) dan tempat-tempat 

rah ini”. Oleh karena itu siapapun menjual minuman beralko

ang g tanpa perijinan yang lengkap dan jelas selain Duty Free Shop, 

indaklanjuti oleh aparat penegak P

i kegiatan penyitaan sampai pemusnahan sesuai dengan isi dari pasal 9 ayat 

(1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan 

Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. 

Salah satu daerah di wilayah Kota Tangerang yang selalu saja menjadi 

sorotan banyak pihak karena maraknya peredaran minuman beralkohol disana 



adalah Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan 

Cibodas Kota Tangerang Provinsi Banten. Kawasan Pertokoan tersebut 

sebenarnya adalah areal pertokoan dengan luas sebesar 55 Hektar dengan 

banyaknya toko kurang lebih sekitar 600 toko yang masing- masing bangunan 

toko memiliki 3-4 lantai dengan luas bangunan sebesar 550 m2 dan luas tanah 100 

m2. Kawasan Pertokoan tersebut terletak pada wilayah administratif Kelurahan 

Panunggangan barat, Kawasan Pertokoan tersebut dibangun sudah sejak sepuluh 

tahun 

lalu. Tercatat oleh sebuah sumber Data Usaha milik Kecamatan 

Cibodas Kota Tangerang Provinsi Banten terdapat 25 (dua puluh lima) pengusaha 

yang lalu di bawah kendali kepemilikan group investor yang sangat 

berperan dalam perkembangan pembangunan di Kota Tangerang. Kawasan 

Pertokoan ini sangat banyak diminati oleh para investor terutama dari Negara 

Korea untuk dapat menanamkan modalnya disana, sehingga seiring berjalannya 

waktu Kawasan Pertokoan ini pun tumbuh menjadi areal strategis di kota 

Tangerang.  

Areal Strategis yang terletak di daerah Kelurahan Panunggangan Barat 

Kecamatan Cibodas Kota Tangerang yang semula hanya di jadikan Kawasan 

Pertokoan dan Perkantoran, sebagian diantaranya kini telah berubah menjadi 

tempat “hiburan” illegal di Kota Tangerang, dikatakan illegal karena tidak 

mendapatkan ijin dari Pemerintah Daerah Kota Tangerang untuk kepentingan 

“hiburan”. Keberadaan lokasi ilegal itu bahkan sudah menjadi area bisnis seks 

terselubung. Konon, keberadaan tempat hiburan malam di Kawasan Pertokoan 

daerah Kelurahan Panunggangan Barat itu sudah ada dan beroperasi sejak sepuluh 

tahun yang 



illegal 

ebut.  

yang tidak memiliki ijin usaha disana. Usaha yang digelutinya tersebut 

antara lain tercatat ada 11 (sebelas) unit rumah karaoke, 7 (tujuh) rumah makan/ 

resto, 3 (tiga) unit pusat kebugaran/ spa yang biasanya menyediakan jasa pijat plus 

plus, 3 (tiga) unit salon kecantikan dan 1 (satu) unit biro perjalanan. Semua tempat 

tersebut telah dipastikan oleh peneliti masih beroperasi di Kawasan Pertokoan 

tersebut hingga saat ini.  

Diketahui pula oleh peneliti berdasarkan hasil observasi dan wawancara 

langsung dengan Kepala Ketentraman dan Ketertiban (Tramtib) Kecamatan 

Cibodas Kota Tangerang, yang mengatakan telah melakukan razia dan penyitaan 

sebanyak 26 (dua puluh enam) kali pada Kecamatan Cibodas secara keseluruhan 

dan 8 (delapan) kali pada Kelurahan Panunggangan Barat terhitung sejak tahun 

2006 hingga tahun 2011 bahwa beberapa tempat yang telah diuraikan tersebut 

terdapat 11 (sebelas) usaha dengan ijin resto yang beralih fungsi menjadi tempat 

karaoke dan 3 (tiga) usaha resto yang menjual dan mengedarkan minuman 

beralkohol dari berbagai jenis dan merek disertai keragaman kandungan alkohol 

yang ada di minuman ters

Berdasarkan Surat Keterangan dari pihak Kelurahan Panunggangan Barat 

Kecamatan Cibodas Kota Tangerang Nomor: 140/ 13/ PEM/ 1/ 2011 yang 

disesuaikan dengan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) milik Kecamatan 

Cibodas Kota Tangerang dan menyatakan terdapat 36 (tiga puluh enam) restoran 

di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang dengan 

ijin usaha yang sama yakni usaha resto/ rumah makan. Dari 36 (tiga puluh enam) 

resto yang masih beroperasi, 27 (dua puluh tujuh) diantaranya berada di Kawasan 



Pertokoan Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang. 

Secara rinci akan dijelaskan keberadaan resto- resto tersebut dan dikaitkan dengan 

penjualan minuman beralkohol. Keterangan ini telah disesuaikan dan 

mendap

i tempat karaoke yang 

tah daerah setempat, diantaranya (KNG, 

inuman beralkohol. 

atkan ijin dari pihak- pihak terkait atau stakeholder di Kecamatan Cibodas 

terutama Kelurahan Panunggangan Barat, sebagai berikut: 

1. Telah mengantongi ijin usaha resto.  

a) 14 (empat belas) resto dinyatakan legal dan tidak menjual minuman 

beralkohol, diantaranya (SDRHN RM, SNDL, HJA, RJ, HMLY, RM 

PDG, RM 99, WN IA, AB CN, MR ALBB, BRGR KNG, RNDG RM, 

MA, RM). 

b) 22 (dua puluh dua)  resto diketahui menjual minuman beralkohol, dari 22 

(dua puluh dua) ijin usaha resto 9 (sembilan) resto telah memiliki tanda 

talam, diantaranya (HIJ, ES, PPR, PLD, U-E, CS, NMP, KNR, GJA) serta 

yang belum memiliki tanda talam, diantaranya (GP, MRJS). Selain itu 11 

(sebelas) resto yang lain telah beralih fungsi menjad

dinyatakan illegal oleh pemerin

CRNVL, SRBG, PRDS, SBS, PLDGNGSN, VTMN, CC BC, SH T, MM, 

TT). Akan tetapi 3 (tiga) dari sebelas rumah makan yang beralih fungsi 

menjadi tempat karaoke, sebelumnya telah memiliki tanda talam atas 

penjualan m

2. Belum mengantongi ijin usaha resto. 

a) 3 (tiga) resto dinyatakan illegal dan mereka menjual minuman beralkohol 

diantaranya (HND, CCDG, TN). 



b) 4 (empat) resto dinyatakan illegal dan tidak menjual minuman beralkohol, 

diantaranya (GMR, ANDLS, SN, GDW). 

Selain resto dan tempat karaoke yang sebelumnya memiliki ijin resto/ 

rumah makan, tempat billiard pun menjadi tempat penjualan minuman beralkohol 

seperti layaknya resto dan tempat karaoke. Tercatat dari Data Usaha di Kawasan 

Pertokoan Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, 

terdapat 2 (dua) tempat billiard menjual minuman beralkohol. Namun diluar Data 

berdasarkan observasi langsung ternyata 

enjual minuman 

nunggangan Barat Kecamatan 

Ciboda

Usaha yang didapatkan oleh peneliti 

terdapat kurang lebih 6 (enam) tempat billiard yang berada pada Kawasan 

Pertokoan tersebut, dan keenam tempat tersebut diketahui m

beralkohol dengan jenis yang sama namun tidak terlalu banyak seperti di resto. 

Adapun minimarket di daerah Kelurahan Pa

s Kota Tangerang sebanyak 4 (empat) unit menjual minuman mengandung 

alkohol yang kadarnya relatif rendah, sehingga tidak digolongkan kedalam jenis 

minuman keras. Ditambah 1 (satu) buah Supermarket baru di tahun 2011 yang 

juga menjual minuman beralkohol dengan banyak jenis dan merek.  

 Berkaitan dengan barang yang diperdagangkan di area bisnis terselubung 

tersebut yaitu pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, didapatkan sebuah 

keterangan dari artikel sebuah media massa Indonesia yang ditulis pada tahun 

2009 bahwa selain bermasalah dengan perijinan lokasi penjualan dengan 

Pemerintah Daerah Kota Tangerang, Kawasan Pertokoan di Kelurahan 

Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang tersebut juga memiliki 

masalah pendistribusian barang lewat Bea dan Cukai. Minuman beralkohol yang 



diperjualbelikan tersebut merupakan minuman selundupan yang sebagian besar 

berasal dari negeri gingseng, Korea. Menurut artikel yang ditulis pada tahun 2009 

tersebut mengatakan Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat yang 

enjadm i lokus dalam penelitian ini merupakan salah satu gudang penyelundupan 

minuman beralkohol terbesar dari beberapa tempat yang disebutkan dalam artikel 

tersebut, dan minuman beralkohol yang diselundupkan terdiri dari berbagai jenis 

dan merek dengan kandungan alkohol yang beragam namun relatif cukup tinggi. 

(http://autos.okezone.com/read/2009/06/04/1/226050/1/search.html). Hal 

mengenai tingginya kadar alkohol yang diperjualbelikan tersebut juga sesuai 

dengan keterangan para penjual dan pembeli minuman beralkohol di kawasan 

pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang 

pada saat peneliti melakukan observasi secara langsung.  

Berdasarkan observasi dan wawancara peneliti dengan penjual minuman 

beralkohol di Kawasan tersebut mereka menjelaskan bahwa varian jenis dan 

merek yang banyak diperdagangkan antara lain Absolute Vodka, Black Label, 

Bicardy Light, Bols Triple Sec, Baileys Original, Baileys Mint Chocolate, Baileys 

Cream Caramel, Bombay Saphire, Chivas 12 Yo, De Kupyer Triple Sec, Dorgon 

Dry Gin, Hennesy Vshop, Jim Bean, Jack Daniel, Martell Vshop, Martin Cordon 

Bleu, Penfolds, Rawson, Retreat Shiraz, Cabernet 2007, Red Wine Lambrusco, 

Rosemount Estate Shiraz, Red Label, Sake, Smirnoff Vodka, Soju, Tequilla Jose 

Cuervo, Tequila Gold Olmeca, Tia Maria, J/W Gold Label. Selain itu konsumen 

juga dapat membeli minuman tersebut perbotol dengan rincian harga untuk 

Absolute Vodka Rp. 350.000,- / 100 CL, Chivas Regal 12 Yo Rp. 325.000,-



/75CL,

ilah untuk perempuan).  

 

 Jack Daniel, Rp. 325.000,-75CL, J/w Blue Label Rp. 1.600.000,-/75 CL, 

J/w Blue Label Rp. 1.800.000,-/ 100CL, J/W Gold Label Rp. 1.000.000,-/75 CL, 

J/W Black Label Rp. 500.000-/ 100 CL, J/W Red Label Rp. 250.000-/ 75 CL, 

Maertell Vshop Rp. 655.000,-/ 75 CL.  

Biasanya kadar alkohol tergantung dari jenis dan merek. Rata- rata 

berkisar antara 20% sampai 50% keatas. Konsumen minuman beralkohol pun 

tidak perlu khawatir dengan harga yang telah dicantumkan ketika membeli, karena 

konsumen dapat membeli minuman tersebut persloki atau tidak membeli perbotol 

yang terkesan terlalu banyak. Persloki minuman dihargai dengan harga yang 

cukup beragam berkisar antara Rp. 35.000,00 hingga Rp 60.000,00 keatas 

disesuaikan dengan jenis, merek, dan kadar alkoholnya. Adapula minuman yang 

dijual dengan campuran- campuran minuman lain atau zat lain. Istilah untuk nama 

campuran tersebut antara lain Cocktail, Glody Marry, Long Island, Gin, 

Margaretha. Pencampuran minuman tersebut dilakukan oleh seorang Bartender 

(istilah untuk laki-laki) atau Bartista (ist

Special minuman yang disajikan di Kawasan Pertokoan Kelurahan 

Panunggangan Barat terutama pada kebanyakan rumah makan Korea dan China 

adalah Soju dan Sake, minuman memabukkan khas Korea dan China ini salah 

satu minuman yang paling digemari pengunjung pada Kawasan tersebut karena 

pendatang mayoritas adalah masyarakat Korea yang menetap di Indonesia. 

Namun tidak sedikit juga orang pribumi yang datang kesana dengan berbagai 

tujuan yakni bisnis, bekerja, refreshing, dsb. Soju dan Sake masing- masing 

memiliki kadar alkohol yang berbeda, Soju biasanya memiliki kadar alkohol yang 



lebih rendah dari Sake yakni berkisar 30% sedangkan Sake kadarnya bisa 

mencapai 50% keatas. Harganya pun beragam soju berkisar Rp. 90.000,00 

sedangkan Sake harganya berkisar Rp. 120.000,00. 

Sesuai dengan pasal 1 Ayat (6) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 

7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman 

Beralkohol, yang dimaksudkan minuman beralkohol adalah minuman yang 

mengandung ethanol yang di proses dari bahan hasil kimia atau pertanian yang 

mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi 

tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau 

tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang di proses dengan cara 

pengenceran minuman mengandung ethanol. Adapun mengenai penggolongan 

minuman beralkohol menurut pasal (2) antara lain: 

a) Minuman beralkohol golongan A yaitu minuman beralkohol dengan kadar 

ethanol (C2H5OH) 1 % (satu prosen) sampai dengan 5 % (lima prosen); 

b) Min

g oleh Peraturan Daerah Kota 

uman beralkohol golongan B yaitu minuman beralkohol dengan kadar 

ethanol (C2H5OH) lebih dari 5 % (lima prosen) sampai dengan 20 % (dua 

puluh prosen); 

c) Minuman beralkohol golongan C yaitu minuman beralkohol dengan kadar 

ethanol (C2H5OH) lebih dari 20 % (dua puluh prosen) sampai dengan 55 % 

(lima puluh lima prosen). 

Walikota Tangerang Wahidin Halim sebenarnya sudah mengambil 

tindakan untuk menutup wilayah tersebut karena hal ini berkaitan dengan motto 

Kota Tangerang “Akhlaqul Kharimah” dan didukun



Tangerang Nomor 7 dan 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan 

Pen arena 

per

Sehingga langkah lain yang di jalani Peraturan Daerah Kota Tangerang hanyalah 

jadian Perkara). 

umahan warga, sehingga banyak 

pemuk

jualan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Pelacuran. Namun k

terbentur dengan kepemilikan ruko yang sebagian besar digunakan oleh 

tokoan, perkantoran dan resto, kawasan ini masih tetap ada dan tidak di tutup. 

tindakan razia pada waktu- waktu tertentu di Kawasan Pertokoan tersebut. Razia 

yang di lakukannya pun hanya sebatas penahanan beberapa barang bukti yang 

ditemukan di TKP (Tempat Ke

Pengedaran dan penjualan minuman beralkohol pada Kawasan Pertokoan 

di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang adalah 

hal- hal yang apabila dibiarkan dan tidak ditindak lanjuti secara tegas akan 

menimbulkan masalah serius yang berkaitan dengan pencitraan nama baik Kota 

Tangerang sebagai kota dengan motto “Akhlaqul Kharimah”. Citra sebuah kota 

akan sangat berperan dalam memberikan kontribusi dan nilai bagi Kota 

Tangerang secara keseluruhan.  

Keresahan warga dengan adanya hiburan malam di Kawasan Pertokoan 

tersebut tergambar saat peneliti melakukan wawancara awal dengan warga di 

Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang , alasannnya 

daerah tersebut sangat berdekatan dengan per

a agama didaerah tersebut yang khawatir daerahnya memiliki image yang 

buruk. Ditambah lagi warga di sekitar Perumahan Palem Semi Kelurahan 

Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang mengaku tidak sedikit 

warganya yang harus meregang nyawa akibat terlalu banyak minum, hal ini dapat 



dikaitkan dengan mudahnya warga untuk membeli minuman beralkohol jenis 

apapun di sekitar Kawasan Pertokoan tersebut. Pernyataan dari warga tersebut 

dibenarkan juga oleh anggota medis dari Rumah Sakit Qadr yang ditemui oleh 

penelit

rikan kepada Pengedar dan 

i beberapa waktu yang lalu. Rumah Sakit Qadr merupakan rumah sakit 

yang berada di Kabupaten Tangerang lebih tepatnya pada kawasan Lippo Village. 

Lokasi Rumah Sakit Qadr sangat berdekatan dengan Kawasan Pertokoan dan 

Perumahan warga Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota 

Tangerang, mengingat bahwa Kawasan Lippo Village merupakan kawasan 

perbatasan antara Tangerang Kota dan Kabupaten.  

 Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk 

meneliti sebagai bahan skripsi dengan judul “Evaluasi Peraturan Daerah Kota 

Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan 

Penjualan Minuman Beralkohol dengan studi kasus pada Kawasan 

Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota 

Tangerang”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah saya uraikan maka di dapat 

identifikasi masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Kurang tegasnya sanksi yang dibe

Penjual Minuman Beralkohol di Kota Tangerang Provinsi Banten 

terutama pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan 

Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang.  



2. Lokasi Kawasan Pertokoan yang dijadikan tempat hiburan adalah 

illegal karena tidak memiliki ijin THM ( Tempat Hiburan Malam), 

sebagian diantaranya tidak memiliki ijin SKDU (Surat Keterangan 

Domisili Usaha), dan SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan- 

alkohol). 

erupakan salah satu gudang 

226050/1/search.html

Minuman Ber

3. Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan 

Cibodas Kota Tangerang m

penyelundupan minuman beralkohol terbesar dari beberapa tempat 

yang telah disebutkan dalam sebuah artikel media massa Indonesia 

di tahun 2009 dengan kadar alkohol yang relatif cukup tinggi. 

(http://autos.okezone.com/read/2009/06/04/1/ ) 

oan di Kelurahan Panunggangan Barat 

 

4. Tidak teraturnya razia minuman keras di Kawasan Pertokoan 

Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota 

Tangerang yang dilakukan oleh aparat setempat. 

5. Banyak warga yang mengeluh terhadap maraknya peredaran miras 

pada Kawasan Pertok

Kecamatan Cibodas Kota Tangerang Provinsi Banten karena 

khawatir image daerah mereka menjadi buruk. 

6. Beberapa warga di daerah Kecamatan Cibodas Kota Tangerang 

telah meregang nyawa akibat over dosis minuman beralkohol yang 

bisa dengan mudah mereka dapatkan di Kawasan Pertokoan 

tersebut. 



1.3. Pembatasan Masalah  

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan 

enakan keterbatasan waktu dan biaya, maka dalam pene

 

dikar litian ini hanya di 

tentan

kasus

Cibod

1.4. P

maka asalah yang akan di kaji adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 

gan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol 

t Kecamatan Cibodas Kota Tangerang? 

 

 

dalah: 

batasi tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 

g Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dengan studi 

 pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan 

as Kota Tangerang. 

 

erumusan Masalah 

Berdasarkan latar balakang penelitian yang sebelumnya telah di paparkan, 

 sebagai rumusan m

2005 tentang Pelaran

pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan 

Cibodas Kota Tangerang? 

2. Seberapa tinggi tingkat keberhasilan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 

Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan 

Penjualan Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan 

Panunggangan Bara

1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang melatarbelakangi sebagaimana telah di 

paparkan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini a



1. Mengetahui Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 

2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol 

pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan 

Cibodas Kota Tangerang. 

2. Mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 

Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan 

Penjualan Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan 

Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

n 

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana 

ram Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu 

 Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

1. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahua

peneliti mengenai Peraturan Daerah dan Implementasinya di 

masyarakat serta bagaimana Evaluasi dari Implementasi Peraturan 

Daerah tersebut untuk menjadikannya lebih baik dimasa yang akan 

datang. 

2. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan Ilmu 

Administrasi Negara, khususnya dalam memahami kebijakan 

publik yang dikatakan sebagai produk dari suara rakyat. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1. 

pada Prog

Sosial dan



2. Sebagai masukan yang konstruktif bagi pemerintah daerah Kota 

Tangerang dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota 

Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran 

dan Penjualan Minuman Beralkohol khususnya pada Kawasan 

Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Kecamatan Cibodas Kota 

 

1.7. Sistematik

kan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka peneliti 

memba ulisa

BAB I PENDA

Dalam salah, 

dan sis

BAB II DESK

Dalam 

teori m

implem

AB III METODOLOGI PENELITIAN 

menguraikan penggunaan metode lewat metode 

Tangerang dengan lebih baik dimasa yang akan datang. 

a Pembahasan 

 Untuk memudah

gi t n Skripsi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut: 

HULUAN 

bab ini peneliti menguraikan tentang latar belakang ma

batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

tematika pembahasan. 

RIPSI TEORI 

bab ini peneliti menguraikan tentang kerangka konsep, beberapa 

engenai kebijakan, evaluasi dan implementasi dan evaluasi 

entasi. 

B

Dalam bab ini peneliti 

penelitian, instrumen, teknik sampling, teknik pengolahan dan analisis 

data dan tempat serta waktu penelitian. 

 



BAB IV

uji hipotesis dan koefisien determinasi dari 

 pembahasannya. 

BAB V

berguna bagi masyarakat dan pemerintah untuk lebih 

aturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 

 Tangerang. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PEMBAHASAN 

Dalam bab ini peneliti menguraikan pembahasan dalam penelitian ini, dan 

proses penelitian dan analisa 

variabel evaluasi serta

 PENUTUP 

Dalam bab ini peneliti membuat kesimpulan dan saran- saran, dengan 

harapan dapat 

memaksimalkan implementasi Per

Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman 

Beralkohol khususnya pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan 

Panunggangan Kecamatan Cibodas Kota



BAB II 

ESKRIPSI TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

2.1. Deskripsi Teori 

 eori- teori yang akan digunakan dalam membahas penelitian yang 

berjudul ”Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 

Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol 

dengan studi kasus pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat 

Kecam an Cibodas Kota Tangerang” ini adalah teori tentang kebijakan publik, 

teori tentang evaluasi kebijakan publik terutama tentang evaluasi pada 

implem ntasi kebijakan publik, dan Peraturan Daerah itu sendiri dalam setiap 

regulasi. Adapun dalam membahas teori tentang evaluasi kebijakan publik 

terdapat berbagai macam ahli teori aka dari itu 

peneliti juga akan m

2.1.1. Definisi Kebijakan 

  Menurut Robert Eyestnone dengan bukunya yang berjudul The Thread Of 

Public Policy dalam Leo Agustino (2006:40) ”Kebijakan publik merupakan 

hubungan antara unit pemerintahan dengan lingkungannya.” 

 Definisi Kebijakan Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt dalam 

Miftah Thoha (2005:6). 

”Kebijakan Publik di rumuskan sebagai suatu keputusan yang dan di sifati 

keduanya yakni bagi orang- orang yang membuatnya dan bagi orang- 

D

T

at

e

 yang membahas hal tersebut, m

embatasi penggunaan teori dalam penelitian ini. 

oleh adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan pada bagian dari 

orang yang melaksanakannya.” 



 Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat di simpulkan bahwa kebijakan 

publik adalah keputusan yang di ambil oleh pemerintah mengenai pedoman 

tindakan yang akan ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan. 

2.1.2. Definisi Publik 

 Dalam bahasa Yunani istilah publik seringkali di padankan pula dengan 

 yang berisi aktivitas 

daknya oleh tindakan bersama. 

”pulik 

knai 

i: ”Hal- hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan 

William N. Dunn menyatakan pendapatnya mengenai kebijakan publik 

adalah sebagai berikut: 

”kebijakan publik adalah suatu proses ketata pemerintahan dan 

dimana instansi yang terkait mempunyai wewenang atau kekuasaan dalam 
melayani kepentingan 

umum”. Dalam Naihasy (2006:18). 
 
Menurut Harold D. Lasswell dalam Parsons, 2005:6) adalah: 

istilah koinon/ dalam bahasa inggris di kenal dengan kata common yang bermakna 

hubungan antara individu 

 Publik seringkali di konsepkan sebagai sebuah ruang

manusia yang di pandang perlu untuk di atur atau di intervensi oleh pemerintah 

atau aturan sosial atau seti

Habermas dengan gagasannya tentang publik dalam Parsons (2005:5) 

sebagai ruang yang bebas dari intervensi aktivitas ekonomi dan bisnis, dan 

ruang dimana ada batas yang jelas antara ruang publik dan privat”. 

2.1.3. Definisi Kebijakan Publik 

Menurut Thomas Robert Dye dalam Nugroho (2004:54-55) mema

kebijakan publik sebaga

dan hal- hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan”. 

 

administrasi pemerintah yang menghasilkan keputusan pemerintah, 

mengarahkan masyarakat dan tanggung jawab 



”kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan 

mengelola ruang ’publik’ beserta problem- problemnya dan menangani 

ditangani oleh kekuatan pasar”.  

praktik-praktik yang terarah dengan keyakinan bahwa peran negara adalah 

aspek- aspek keehidupan sosial dan ekonomi yang tidak mampu lagi 

 
 dalam Wahab (1990:4) melihat sudut lain 

kebijak

n 

cara me juan”. 

2.1.4. Definisi Implementasi Kebijakan Publik 

 Implementasi kebijakan menurut Van Metern dan Van Horn dalam 

Wahab

pok pemerintah yang diarahkan pada 
rcapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan 

 

kegiata

implem  merupakan rangkaian tindak lanjut dari 

pembua

an publik) yang mengikat pemerintah dan masyarakat. 

Nakamura dan Smallwood

an publik sebagai berikut: “kebijakan publik sebagai keputusan yang 

mempunyai tujuan dan maksud tertentu, berupa serangkaian instruksi dan 

pembuatan keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan da

ncapai tu

 (1997:51) adalah: 

“Tindakan- tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu maupun 
pejabat-pejabat atau kelompok-kelom
te
kebijaksanaan sebelumnya”. 

Dalam konsep proses kebijakan dinyatakan bahwa salah satu rangkaian 

n utama dalam proses kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan (policy 

entation). Pelaksanaan kebijakan

tan kebijakan. Instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan 

(negara) dapat bersifat memaksa (compulsory instruments) sampai yang bersifat 

sukarela (voluntary instruments). Meskipun demikian, pada umumnya kebijakan 

publik bersifat memaksa yang tercermin dari sifat perundang undangan 

(manifestasi dari kebijak



Agar kebijakan dapat terimplementasi dengan sempurna maka diperlukan 

syarat-syarat tertentu seperti yang dikemukakan oleh Hoowod dan Gunn dalam 

Wahab

enimbulkan gangguan atau kendala serius;  
) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber daya yang 

(3)  Perpaduan sumber daya yang diperlukan benar-benar tersedia;  

kausalitas yang handal;  

rantai penghubungnya;  

(7)  Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;  

(9)  Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.” 

le  

menyat

The content of public programs and policies is an important factor in 
outcome of implementation initiatives….Policy or 

program content is often a critical factor because of the real or potential 

Therefo  

 
kan 

menjadi progra  individu dan biaya telah disediakan maka 

implementasi kebijakan dilakukan. Tetapi hal ini sering tidak berjalan mulus, 

tergant pa dan 

kontek ija

 

 (1990:7) yaitu:  

(1)  “Kondisi eksternal (sikap masyarakat) yang dihadapi oleh 
pelaksana tidak akan m

(2
cukup memadahi;  

(4)  Program yang akan dilaksanakan didasari oleh suatu hubungan 

(5)  Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata 

(6)  Hubungan saling ketergantungan harus kecil;  

(8)  Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat;  

 

Menurut Grindle (1980: 9-11) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 

isi (contents) dan lingkungan (contexts) pelaksanaan kebijakan. Grind

akan: 

“The content of various policies also dictates the site of implementation…. 

determining the 

impact it may have on given social, political, and economic setting. 
re, it is necessary to consider the context or environment in which

administrative action pursued.” 

Pendapat ini didasarkan asumsi bahwa setelah kebijakan ditransformasi

m aksi maupun program

ung da kemampuan pelaksanaan program yang dilihat dari isi 

s keb kan. 



2.1.5. D

ersifat evaluative. 

 
 

n monitoring (pemantauan) dan analisis. Pemantauan di 

lakukan dengan cara pengumpulan data dan informasi pada proses yang berjalan. 

bandingkan fakta dengan sasaran. Dari hasil 

 

evaluas

evaluas

 nilai- nilai atau manfaat- manfaat hasil 
kebijakan sehingga dapat di ketahui seberapa jauhtujuan- tujuan tertentu 

agencies telah benar- benar efektif, responsive, akuntabel, dan adil serta 

 

efinisi Evaluasi Kebijakan 

 Menurut Wibawa (1994:96-97) studi evaluasi kebijakan merupakan 

analisa yang b

“Studi evaluasi berusaha mengenali sejauh mana efek yang semula di 
rencanakan untuk dicapai oleh kebijakan telah terealisir dan dampak apa 
yang di timbulkan olehnya (baik dampak yang terduga ataupun yang tidak 
terduga sebelumnya). Idealnya evaluasi terhadap kebijakan di laksanakan 
dalam kurun waktu antara tiga samapai lima tahun, sehingga memberikan 
waktu pada proses implementasi untuk melakukan interpretasi terhadap 
tujuan kebijakan secara tepat.” 

Evaluasi menjadi strategis karena digunakan untuk mendeteksi dampak 

dari kebijakan, penyimpangan yang mungkin terjadi, maupun hambatan dalam 

implementasi program. Esensi evaluasi adalah perbandingan yang menyangkut 

kinerja dan tingkat efektivitas kebijakan dan kegiatan yang di laksanakan. 

Evaluasi di lakuka

Analisis di lakukan dengan cara mem

evaluasi kemudian dapat di ambil langkah- langkah untuk melakukan perbaikan 

kebijakan. 

Berikut ini terdapat beberapa pendapat para ahli tentang pengertian 

i, di antaranya menurut Dunn dalam Agustino (2006:187-188) bahwa 

i kebijakan berkenaan dengan: 

“produksi informasi mengenai

telah tercapai, apakah tindakan yang di tempuh oleh implementing 

bagaimana efek dan dampak dari kebijakan itu sendiri”. 



 Secara umum, kriteria evaluasi menurut Dunn (2003:610) seperti telihat di 

bawah ini: 

Tabel 2.1 

Kriteria Evaluasi 

Kriteria Penjelasan 

Efektivitas Apakah hasil yang di inginkan telah 

tercapai 

Efisiensi Seberapa banyak usaha yang di 

perlukan untuk mencapai hasil yang 

diinginkan 

Kecukupan Seberapa jauh hasil yang tecapai 

dapat memecahkan masalah 

Pemerataan  Apakah biaya dan manfaaat 

didistribukan merata kepada 

kelompok- kelompok yang berbeda 

Responsivitas Apakah hasil kebijakan memuat 

dapat memuaskan mereka 

preferensi/ nilai kelompok dan 

Ketepatan  Apakah hasil yang dicapai benar –

 berguna atau bernilai. benar

 Sumber: Dunn (2003:61

 Selanjutnya Lester dan Stewart tino (2006:185) 

dijelaskan bahwa “Evaluasi di tujukan untuk melihat sebagian- sebagian 

kegagalan suatu kebijakan dan untuk m elah 

dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dam

 Lalu di katakan oleh Charles O. hwa 

evaluasi adalah suatu aktivitas yang diran asil program 

pemerintah yang mempunyai perbedaan- m 

spesifikasi obyeknya. 

0) 

menurut dalam Agus

engetahui apakah kebijakan yang t

pak yang diinginkan”. 

Jones dalam Islamy (2004:112) ba

cang untuk menilai hasil- h

 perbedaan yang sangat penting dala



 W :98) menyatakan ba pat 

fungsi, yaitu: 

1 asi 
Evaluasi ini berfungsi untuk m baran realitas 
pelaksanaan kebijakan yang d diidentifikasi 

aktor yang mendukung keberhasilan atau 
kegagalan kebijakan. 

evaluasi ini untuk mengetahui apakah tindakan yang dilakukan oleh 

standard dan prosedur yang telah ditetapkan dalam kebijakan yang 

3. Auditing 
ada 

kelompok sasaran maupun penerima lain, seperti yang dimaksudkan 

4. Akunting 

kebijakan tersebut, misalnya apakah dampak yang di timbulkan dari 

 
Widodo (2007:114-115) menjelaskan bahwa evaluasi 

ntuk mengukur dampak (to measure the effects) dengan bertumpu 
pada metodologi riset yang digunakan. 

ects) tadi menekankan pada suatu hasil (outcomes) dari 

3) 
nggunaan criteria (criteria) yang jelas dalam 

imana suatu kebijakan telah dilaksanakan dengan baik. 
4) 

 
, Nugroho (2004:187) dalam bukunya yang berjudul 

Kebijakan 

aluasi kebijakan. Macam evaluasi tersebut adalah sebagai 

berikut: 

ibawa (1994 hwa evaluasi kebijakan memiliki em

. “Eksplan
enjelaskan potret atau gam
ibuat. Dalam evaluasi ini 

masalah, kondisi, dan 

2. Kepatuhan 

para pelaku, baik birokraasi maupun pelaku lain, sesuai dengan 

dibuat. 

Evaluasi ini untuk mengetahui apakah output benar- benar sampai p

oleh pembuat kebijakan. Tidak adakah penyimpangan atau kebocoran. 

Evaluasi ini untuk mengetahui apakah akibat sosial ekonomi dari 

perubahan kebijakan yang telah ditimbulkan.” 

 Weiss dalam 

kebijakan mengandung beberapa unsur penting, yaitu: 

1) “U

2) Dampak (eff
efisiensi, kejujuran, moral yang melekat pada aturan- aturan atau 
standar. 
Perbandingan antara dampak (effects) dengan tujuan (goals) 
menekankan pada pe
menilai baga
Member kontribusi pada pembuatan keputusan selanjutnya perbaikan 
kebijakan pada masa mendatang sebagai tujuan sosial (the social 
purpose) dari evaluasi.” 

Secara umum

Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, membagi evaluasi ke 

dalam tiga macam ev



1. Evalua
 

“Se blik berkenaan dengan 
apakah formulasi kebijakan publik telah dilaksanakan: 

diselesaikan, karena setiap masalah publik memerlukan model 

b. Mengarah kepada permasalahan inti, karena setiap pemecahan masalah 

ra bersama, baik dalam rangka 

gunakan sumber daya yang ada secara optimal, baik dalam 

Nugroho (2004:194), tujuan dari evaluasi 

implem

berkenaandengan kinerja implementasi publik (variasi dari outcomes) 
terhadap variabel independen tertentu. 

b. faktor- faktor apa saja yang menyebabkan variasi itu? Jawabannya 
kan itu sendiri, organisasi implementasi 

kebijakan, dan lingkungan implementasi kebijakan yang 

mentasi kebijakan 

g bersifat natural atau variabel lain yang tidak 

 Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan 

Ev

“Evaluasi Lingkungan Kebijakan Publik terdiri dari evaluasi lingkungan 
gkungan implementasi kebijakan. 

Evaluasi lingkungan formulasi kebijakan menghasilakan sebuah deskripsi 

si Formulasi Kebijakan Publik 

cara umum, evaluasi formulasi kebijakan pu

a. Menggunakan pendekatan yang sesuai dengan masalah yang hendak 

formulasi kebijakan. 

harus benar- benar mengarah kepada inti permasalahannya. 
c. Mengikuti prosedur yang diterima seca

keabsahan maupun juga dalam rangka kesamaan dan keterpaduan 
langkah perumusan. 

d. Mendaya
bentuk sumber daya waktu, dana, manusia, dan kondisi lingkungan 
strategis.” 
 

2. Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik. 
 

Mengikuti Effendi dalam 

etasi kebijakan publik adalah untuk mengetahui variasi dalam indikator- 

indikator kinerja yang di gunakan untuk menjawab tiga pertanyan pokok, yaitu: 

a. “Bagaimana kinerja implementasi kebijakan publik? Jawabannya 

berkenaan dengan faktor kebija

mempengaruhi variasi outcome dari implementasi kebijakan. 
c. Bagaimana strategi meningkatkan kinerja imple

publik? Pertanyaan ini berkenaan dengan ‘tugas’ dari pengevaluasi 
untuk memilih variabel- variabel yang dapat diubah, atau actionable 
variabel- variabel yan
bias diubah tidak dapat dimasukkan sebagai variabel evaluasi.” 
 

3.    Evaluasi Lingkungan Kebijakan Publik 

Nugroho dalam bukunya

aluasi (2004:202) mengemukakan:  

formulasi kebijakan dan evaluasi lin



bagaimana lingkungan kebijakan dibuat dan kenapa kebijakan seperti itu. 

faktor lingkungan apa saja yang membuat kebijakan gagal atau berhasil 

publik memberikan sebuah deskripsi yang lebih jelas bagaimana kontek

Evaluasi lingkungan implementasi kebijakan berkenaan dengan faktor- 

diimplementasikan. Jadi, pada prinsipnya evaluasi lingkungan kebijakan 
s 

kebijakan dirumuskan dan konteks kebijakan diimplementasikan.” 
 
Langbein dalam Widodo (2007:116-118) membedakan tipe riset evaluasi 

menjadi: 

Tabel 2.2 

Type of Evaluation Research 

Methods Process Outcomes 
 
 
 
 

1. Apakah fasilitas, sumber 
daya yang digunakan 
dalam kebijakan 

2. Apakah kebijakan 

1. Siapa yang terlibat 
dalam kebijakan 

2. Apakah kebijaka
mencapai siapa y

 
Deskriptive 

dilaksanakan 
dengan petunju

sesuai 
k. 

. 
4. Menentukan apakah 

n dapat 
ang 

menjadi sasaran 
kebijakan. 

3. Bagaimana derajat 
manfaat/ keuntungan 
yang di tetapkan dalam 
kebijakan

manfaat nyata dari 
kebijakan dapat di 
nikmati oleh kelompok 
sasaran (target groups) 

 
 
 
 
 

 1. Apakah kebijakan 
menghasilakan 
outcomes yang 
diharapakan. 

2. Sarana 
 

Causal 
implementasi mana 
yang menghasilakan 

(faktor) 

outcomes yang terbaik. 
3. Berusaha mencari/ 

melihat apakah 
outcomes utama yang 
terjadi dikarenakan 
kebijakan utama. 

4. Apakah kebijakan 
utam enjadi 
penyebab dampak 
utama. 

a m

Sumber: Widodo (2007:116) 



Dari enjel

kesimpulan hwa ev

apa yan da

apa yang terjadi pada suat tersebut tidak dapat 

terlaksana dengan ba

rumuskan dan di laksanak  yang diinginkan. Dan 

jenis evaluasi kebijaka elitian ini adalah evaluasi 

kebijakan menurut Weiss. Indikator atau unsur evaluasi kebijakan menurut Weiss 

adalah mencangkup pada 4 (empat) hal, yaitu  

1) “Untuk mengukur dampak (to meas
pada metodologi riset yang digunakan. 

2) ak (effects) tadi menekankan pad
i, kejujuran, moral yang meleka

standar. 
3) Perbandingan antara dampak (effec

menekankan pada penggunaan criteria (
menilai bagaimana suatu kebijakan telah

4) Member kontribusi pada pembuatan keputusan selanjutnya perbaikan 
kebijakan pada masa mendatang s
purpose) dari evaluasi.” 

 

rta Penjual Minuman Keras 

 

p asan tentang evaluasi kebijakan,

aluasi ditujukan untuk m

 maka dapat kita tarik 

ba elihat hambatan dan atau kendala 

atan dan atau kendala g ter di paja  suatu kebijakan untuk melihat hamb

u kebijakan sehingga kebijakan 

ik dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah di 

an dapat menghasilkan dampak

n yang akan digunakan dalam pen

ure the effects) dengan bertumpu 

a suatu hasil (outcomes) dari 
t pada aturan- aturan atau 

 Damp
efisiens

ts) dengan tujuan (goals) 
criteria) yang jelas dalam 

 dilaksanakan dengan baik. 

ebagai tujuan sosial (the social 

2.1.6. Deskripsi Pengedar se

Pengecer miras menurut Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 

Tahun 2005 pasal 1 ayat (9) dan (10) adalah sebagai berikut: 

Ayat (9):  

”Perusahaan atau usaha individu yang menjual secara eceran minuman 

beralkohol, khususnya dalam kemasan”. 

 

 



Ayat (10): 

”Penjual langsung yakni perusahaan atau usaha individu yang menjual 

 

Ayat (1):  

ohol golongan A, B dan C”. 

Selain itu didukung pula oleh pasal 4 Peraturan Daerah Kota Tangerang 

Nomor 7 Tahun 2005 yang berbunyi: 

“Siapapun dilarang menjadi penjual langsung untuk diminum ditempat 
 

a. Hotel berbintang 3, 4 dan 5;  
Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Seloka;  

c. Tempat- tempat tertentu yang telah ditetapkan sesuai dengan 

 
 ang dimaksud dengan pengecer 

adalah orang- perorangan (usaha individu) atau badan usaha (organisasi) yang 

mengedarkan serta menjual minuman beralkohol, baik itu langsung ataupun tidak 

minum di tempat. Para pengecer sekalipun ia berbadan hukum namun 

tidak m

Kota T ang menjual minuman 

 tertera dalam 

i Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan 

 dan Penjualan Minuman Beralkohol pasal 2 yang isinya: 

minuman beralkohol untuk diminum di tempat”.  

Begitu pula dengan pasal 3 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: 

”Setiap orang atau Badan Hukum di Daerah dilarang mengedarkan, dan 

atau menjual minuman beralk

minuman beralkohol golongan A, B dan C, kecuali di:

b.  

keputusan atau peraturan Walikota”. 

Adapun penjelasannya sebagai berikut: Y

langsung di

emiliki ijin sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah 

angerang Nomor 7 Tahun 2005 maka dilar

beralkohol yang masuk kedalam kategori A,B, dan C sebagaimana

is

Pengedaran



“Minuman beralkohol dikelompokan dalam golongan sebagai berikut :  

kadar ethanol (C2H5OH) 1 % (satu prosen) sampai den
a)minuman beralkohol golongan A yaitu minuman beralkohol dengan 

gan 5 % (lima 
prosen);  

kadar ethanol (C2H5OH) lebih dari 5 % (lima prosen) sampai dengan 20 

c)minuman beralkohol golongan C yaitu minuman beralkohol dengan 

 njuk oleh 

Walikota T dan 5, serta restaurant bertanda 

 dan C kecuali Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) dan tempat-tempat 

 

ebut adalah 

Kawas

langsun

dunia 

dipastik ma sekali tidak termasuk kedalam golongan tiga 

tempat

alam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 pada Pasal 4 poin 

a, b, dan c. 

b)minuman beralkohol golongan B yaitu minuman beralkohol dengan 

% (dua puluh prosen); 

kadar ethanol (C2H5OH) lebih dari 20 % (dua puluh prosen) sampai 
dengan 55 % (lima puluh lima prosen)”. 

 
Namun terkecuali tempat- tempat tertentu yang telah ditu

angerang seperti hotel bintang 3,4, 

khusus, atau tempat- tempat tertentu berdasarkan keputusan Walikota Tangerang 

yang tercantum pada pasal 7 Peraturan Daerah Kota Tangerang sebagai berikut: 

 “Siapapun dilarang menjadi Pengecer minuman beralkohol golongan A, B 

 sebagaimana dikecualikan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini”. 

 Adapun penelitian ini memfokuskan pada pembahasan mengenai evaluasi 

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan 

Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol terhadap studi kasus pada 

Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota 

Tangerang. maka penjelasan berdasarkan Peraturan Daerah ters

an Pertokoan yang terletak di ujung Kota Tangerang yang berbatasan 

g dengan wilayah Kabupaten Tangerang merupakan kawasan strategis 

bisnis, termasuk maraknya peredaran minuman beralkohol dan dapat 

an tempat tersebut sa

 yang diputuskan oleh Walikota Tangerang sebagaimana telah tersurat 

d



2.2. Kerangka Berfikir 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah evaluasi 

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang pelarangan 

pengedaran dan penjualan minuman beralkohol (studi kasus pada Kawasan 

ahwa keputusan- keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan 

harus dilaksanakan oleh administrator- administrator/ 

birokra

Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota 

Tangerang). Selama peneliti melakukan pencarian informasi ke sejumlah instansi 

terkait dengan kebaradaan data- data penunjang kemudian melalui media massa 

(cetak dan elektronik) dan pengamatan / observasi ke lapangan serta melakukan 

wawancara sederhana dengan seorang yang faham adanya tempat tersebut 

(security), penjual dan pembeli miras di sekitar Kawasan Pertokoan tersebut yang 

terletak di  Kota Tangerang, peneliti menemukan data dan informasi mengenai 

apa yang sebenarnya terjadi dengan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut di 

lokus penelitian, peneliti melihat masih terdapat banyak hambatan dalam 

pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. 

Biasanya kebijakan publik dibuat dengan menggunakan pendekatan top 

down. Dalam pendekatan ini, Evaluasi pelaksanan kebijakan dilakukan 

tersentralisasi dan mulai dari aktor tingkat pusat. Pendekatan ini bertitik tolak dari 

perspektif b

oleh pembuat kebijakan 

t- birokrat pada level bawahnya. Tak heran jika implementasi kebijakan ini 

mengalami hambatan. 

Ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat implementasi 

kebijakan, antara lain: Pertama, perumusan kebijakan dibuat berdasarkan 



kepentingan- kepentingan politik bukan atas dasar kemauan dan kebutuhan 

masyarakat. Kedua, sumber daya ( sumber daya manusia, waktu, dan biaya) yang 

dikerahkan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini kurang memadai sehingga 

pelaksanaannya tidak disertai dengan ketersediaaan sarana dan prasarana yang 

mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Ketiga, kurangnya sosialisasi 

dari pemerintah selaku pembuat kebijakan kepada obyek yang terkena kebijakan 

dalam masalah ini adalah pengusaha tempat penjual minuman beralkohol. 

Untuk lebih jelasnya, kerangka berfikir penelitian ini seperti apa yang 

terungkap dalam model Evaluasi kebijakan menurut Weiss, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah Kota Tangerang 

dan Penjualan Minuman Beralkohol  
pada Kawasan Pertokoan di  

Kecamatan Cibodas Kota Tan

Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran  

Kelurahan Panunggangan Barat  
gerang.

Mengukur Dampak 
(To Measure The 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

Effects) 
Implementasi Kebijakan 

Dampak (effects), 
dapat pula 
dikatakan 
outcomes 
(efisiensi, 
kejujuran, moral) 

Evaluasi Kebijakan 
Menurut Weiss 

Perbandingan 

(effects) dengan 
tujuan (goals) 

antara dampak 

Mengetahui dan 
pencapaian pelaks

memberikan gambaran hasil 
anaan Peraturan Daerah Kota 

Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan 

metode Deskriptif melalui penjelasan perhitungan 

Panunggangan Kecamatan Cibodas Kota 

Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang 
Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman 

Panunggangan Kecamatan Cibodas Kota 
Tangerang dengan pendekatan Kuantitatif dan 

hasil pencapaian pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang 
Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman 
Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan 

Tangerang dengan Riset Evaluasi Kebijakan 
menurut Weiss. 

F 

B 

K 

E 
E 
D 
 

A 
C 

Memberikan 

keputusan 

sebagai tujuan 

Kontribusi pada 
pembuatan 

selanjutnya dan 
perbaikan 
kebijakan pada 
masa mendatang 

sosial dari 
evaluasi. 



2.3 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian merupakan kesimpulan penelitian yang masih belum 

sempur

erdasarkan uraian diatas, peneliti memiliki 

hipotesis sebagai berikut: 

”Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang 

Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol i 

kasus pad  

Kecamatan Cibodas Kota Tangerang adalah tercapai sebesar 4

 ulkan bahwa: 

 

 potesis nol dari penelitian ini 

adalah ngerang Nomor 7 Tahun 2005 

tentang inuman Beralkohol dengan studi 

kasus p anunggangan Ba an 

Cibodas Kota Tangerang adalah tercapai (sama dengan) 47%. 

 Ha: µ ≠ 47% 

otesis kerja dari penelitian ini adalah pelaksanaan 

Peratur

amatan Cibodas Kota 

Tangerang adalah tercapai (lebih tinggi atau lebih rendah) dari 47%. 

na, sehingga perlu disempurnakan dengan membuktikan kebenaran 

hipotesis itu melalui penelitian. Burhan Bungin (2009:75). 

B  yang telah dipaparkan 

 dengan stud

a Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat

7%”. 

Dari penjabaran diatas, maka dapat disimp

0:  µ = 47% 

al ini berarti hipotesis deskriptif atau hi

elaksanaan Peraturan Daerah Kota Ta

elarangan Pengedaran dan Penjualan M

da Kawasan Pertokoan di Kelurahan P

H

H

p

 P

a rat Kecamat

 Hal ini berarti hip

an Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan 

Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dengan studi kasus pada 

Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kec



Adapun

au tidak 

tan Cibodas Kota 

lah berjumlah 36 tempat. Dengan ketentuan sebagai berikut: 

Di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas  

(Pasal 3 ayat (4) Perda Nomor  tempat 

 peneliti menggunakan hipotesis penelitian sebesar 47% adalah di 

sebabkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan informasi dan keterangan yang didapat oleh peneliti berupa 

data yakni jumlah kepemilikan tempat peredaran minuman beralkohol 

seperti Tempat billiard, restoran, tempat karaoke dan klub serta swalayan 

(mini mart) dan Supermarket baik yang telah mengantongi ijin at

yang berada di Kelurahan Panunggangan Barat Kecama

Tangerang ada

Tabel 2.3 

Jumlah Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 

Kota Tangerang 2011 

No Keterangan Tempat Golongan A, B, C 

7 Thn 2005) 

Jumlah 

Ada Tidak ada 

1 Tempat Billiard - 6 6 

2 Restaurant  9 5 14 

3 Tempat Karaoke/ klub 3 8 11 

4 Minimarket 4 - 4 

5 Supermarket 1 - 1 

Jumlah 17 19 36 

Sumber: 1. Data Usaha Pertokoan Pinangsia Kelurahan Panungg
Kecamatan Cibodas Kota Tangerang Tahun 2007  

angan Barat 

prosentase hipotesis yang diperoleh peneliti sebesar 47% adalah berdasarkan 

2. Surat Keterangan Usaha Restoran Kelurahan Panunggangan Barat 
Kecamatan Cibodas Kota Tangerang Tahun 2011 

3. Observasi Peneliti Secara Langsung Tahun 2011 
 

Dari tabel 2.3 dapat diketahui bahwa jumlah seluruh tempat yang menjadi 

lokasi beredarnya minuman beralkohol adalah 36 tempat. Dalam penelitian ini 



perhitungan antara jumlah seluruh tempat dengan tempat yang dimaksudkan pada 

pasal 3 ayat (4) Golongan A, B, dan C Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 

7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman 

Beralkohol, dalam lokus ini khususnya Kelurahan Panunggangan Barat 

Kecamatan Cibodas Kota Tangerang erhitungan sebagai berikut: 

a) Golong

(17/ 36) x 100 = 47,22  prosentase) 

Bukan Golongan A,B, C : 

(19/36) x100 = 52,77 dibulatkan 53 % (dibuat prosentase) 

Dari kedua hasil tersebut dapa tahui ba mentasi Peraturan 

Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 05 tentang Pe angan Penge n dan 

Pe alan l di Kawasan Pertokoan Kelurahan Panunggangan 

Barat Kecamatan Cibodas Kota Tange  Tahun 2011, dapat 

dinyatakan rjalan sebesar 47% aja selebihny 3% adalah rjaan 

implemen

2. Pe rdata interval yang 

. Dengan p

an A, B, C   :  

 dibulatkan 47% (dibuat

b) 

t dike hwa imple

 20 lar dara

nju  Minuman Beralkoho

rang hingga awal

hanya be  s a 5 peke

rumah bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem 

tasi sebelumnya menjadi lebih baik. 

neliti menggunakan alternatif hipotesis penelitian be

dibuat peneliti sebagai berikut: 

Tabel 2.4 

Alternatif Hipotesis Penelitian Peneliti 

Skala Prosentase (%) Keterangan 

80-100 Sangat Baik 

60-79 Baik 



40-59 Kurang Baik 

20-39 Tidak Baik 

0-19 Sangat Tidak Baik 

 

 Berdasarkan tabel 2.4 diatas dapat dikatakan peneliti mengambil alternatif 

hipotes - 59% dengan 

keteran

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

is sebesar 47% dari pemilihan skala prosentase 40% 

gan kurang baik.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan sebuah cara ilmiah yang digunakan untuk 

endapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah artinya 

egiatan penelitian yang dilakukan berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu 

asional (masuk akal), empiris (dapat diamati indera manusia), dan sistematis. 

ata yang diperoleh melalui sebuah penelitian adalah data empiris yang memiliki 

riteria tertentu yaitu valid. Valid menggambarkan derajat ketepatan antara data 

eal /data sesungguhnya pada obyek dengan data yang telah dikumpulkan oleh 

eneliti. 

Metode yang digunakan dalam penelitian yang berjudul “Evaluasi 

eraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan 

engedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di 

elurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas” ini adalah pendekatan 

uantitatif dengan metode penelitian deskriptif format studi kasus. Metode 

enelitian yang dimaksud adalah penelitian dilakukan untuk mengetahui 

eberadaan nilai dari variabel mandiri, tanpa membuat perbandingan. Penelitian 

imaksudkan untuk eksplorasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, 

dengan jalan mendeskripsikan variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit 

yang diteliti. Selain itu format studi kasus yang memiliki ciri-ciri yang tidak 

ih memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari variabel 

mandiri, sehingga dapat mendalami sasaran penelitian. 

m

k

r

D

k

r

p

P

P

K

k

p

k

d

menyebar, tetapi leb



3.2 Instrum

variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyu

Jawaban Skor 

en Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kuesioner, 

dengan jumlah variabel sebanyak satu variabel atau variabel mandiri. Sedangkan 

skala pengukuran instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala 

Likert. Skala Likert adalah alat yang digunakan dalam penelitian untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator 

sun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan, 

baik bersifat favorable (positif) atau bersifat unfavorable (negatif). Jawaban setiap 

item diberi skor, seperti berikut ini: 

Tabel 3.5 

Skor Dalam Penelitian 

A 4 

B 3 

C 2 

D 1 

 

 Berikut indikator dari variabel Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang 

Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman 

Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat 

 

Kecamatan Cibodas Kota Tangerang adalah: 

 



Tabel 3.6 

Indikator Variabel 

Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Kawasan 

Pertokoan di  Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota 

Tangerang. 

Indikator Perta

Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang 

Variabel Konsep Dimensi Indikator Konsep Penjelasan Item 
nyaan 

 
 
 
 
 
Evaluasi 
Peraturan 
Daerah 
Kota 
Tangerang 
Nomor 7 
Tahun 
2005 
tentang 
Pelarangan 
Pengedaran 
dan 
Penjualan 
Minuman 
Beralkohol 
pada 
Kawa
Pertokoan 
di 
Kelurahan 
Panun
gan Barat 
Kecamatan 
Cibodas. 

 

Evaluasi 
ditunjukka
n untuk 
melihat 
sebagian- 
sebagian 
kegagalan 
suatu 
kebijakan 
dan untuk 
mengetahui 
apakah 
kebijakan 
yang telah 

dan 

n dapat 

an dampak 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluasi 

Kebijakan 
menurut 
Weiss 

 

Mengukur 

cts) dengan 
umpu pada 

me iset 
yan  

Mengacu pada 

dengan pelaksanaan 
kebijakan, sehinggga 
dapat ditarik sebuah 
kesimpulan. 

 
 4, 5 

san 

ggan

dirumuskan 

dilaksanaka

menghasilk

yang 
diinginkan 

 
 
 
 

 
 
 
 

Dampak (To 
Measure The 
Effe
bert

pengumpulan informasi 
yang relavan terkait 

1, 2, 3,

todologi r
g digunakan

 
Dampak (Effects) Merupakan riset y
dapat pula 
dikatakan 
outcomes 
(efisiensi, 
kejujuran, dan 
moral) yang 
melekat pada 
aturan- aturan atau 
standar. 

ang 
asarkan diri pada 

tujuan kebijkan 
diantaranya dilihat dari 
sisi efisiensi, kejujuran 
dan moral. 

 
6, 7, 8, 9 

 

mend

Perbandingan 

(effects) dengan 

Mencari jawaban atas 

kebijakan, apakah 

dengan cara 

 
antara dampak 

tujuan (goals) 

pelaksanaan sebuah 

berhasil atau tidak 

membandingkan antara 
besaran dampak dan 
tujuan dari kebijakan itu 
sendiri 

10, 11, 12, 13 

Memberikan 
Kontribusi pada 
pembuatan 
keputusan 
sela dan 

Dengan memberikan 
kontribusi yang 
membangun terhadap 
perbaikan kebijakan 
selanjutnya, diharapkan 
tercapainya tujuan 
maksimal dari sebuah 

 
 
14, 15, 16, 17 
 

njutnya 
perbaikan 
kebijakan pada 
masa mendatang 
sebagai tujuan 
sosial dari evaluasi 

kebijakan dimasa 
mendatang. 



Berikut merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini adalah: 

3.2.1 Interview (wawancara) 

urhan Bu gin (200

wawancara adalah sebuah prose n 

an  ja ab sambil

au or ancarai. a lah 

truk r dan tid ktur dim

truk h mengeta n pasti ten akan 

l r atau terbuka peneliti 

ku da si juannya adalah agar peneliti 

m cara pasti p tau v liti 

me ata serta info

3.2.2  

an Bungin (2009:125) berpandapat kan 

 pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mem

pertanyaan atau pernyataan te

responden untuk dijawabnya. 

3.2.3 Observasi 

Burhan Bungin (2009 atau pengamatan 

adalah 

ta dibantu dengan pancaindera lainnya. Observasi 

n data yang memiliki ciri yang spesifik bila 

B n 9:126) dalam bu

s memperoleh keter

 bertatap muka antara peneliti dengan responden 

kunya berpendapat ba

angan untuk tujuan penelitia

hwa 

deng

at

wawanc

ters

dipero

mela

dapat 

dan 

teknik

 cara tanya

ang yang diw w

ara ters

tur peneliti te

eh, sedangaka

kannya pa

enentukan se

ndapatkan d

Kuesioner

Burh

w

a Adapun jenis waw

ak terstru

hui denga

nis yang tidak tersrtuktu

awal penelitian. Tu

ncara yang digunakan ad

ana pada jenis wawancara 

tang informasi apa yang 

a

tu

la

n pada je

bserva o

ermasalahan a

rmasi di awal peneli

ariabel apa yang harus di

tian dengan lebih mendalam. 

bahwa kuesioner merupa

te

beri seperangkat 

n secara sistematis ke

observasi 

rtulis yang disusu

:133) mengatakan 

pada 

kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil 

kerja pancaindera mata ser

merupakan teknik pengumpula



diband

 

peraturan Perundang- Undangan, laporan, catatan, serta 

dokum

3.3

an mengetahui evaluasi peraturan daerah Kota 

7 Tahun 2005 tentang pelarangan pengedaran dan penjualan 

minum

ingkan dengan teknik lain. Dalam hal ini observasi tidak terbatas pada 

orang, tetapi juga obyek- obyek alam yang lain. Teknik pengumpulan data 

observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses 

kerja, gejala alam, dan obyek yang diamati tidak terlalu besar. Adapun observasi 

yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi nonpartisipan artinya peneliti tidak 

terlibat melainkan hanya sebagai pengamat independen. 

3.2.4 Studi Dokumentasi 

  Burhan Bungin (2009:144) berpendapat bahwa studi dokumenter adalah 

studi yang digunakan untuk menelusuri data historis. Intinya dokumentasi 

merupakan studi yang digunakan peneliti untuk mencari dan memperoleh data

sekunder berupa 

en- dokumen yang relavan dengan masalah yang diteliti. 

 

 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Penelitian ini bertuju

Tangerang Nomor 

an beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat 

Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, maka yang akan menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah semua pihak yang berkepentingan dalam masalah pengedaran 

dan penjualan minuman beralkohol di Kota Tangerang. Pihak yang 

berkepentingan tersebut di kategorikan oleh peneliti menjadi tiga, diantaranya 

pada wawancara tidak terstruktur terdapat pihak keamanan dan ketertiban (Satpol 

PP Kecamatan Cibodas Kota Tangerang) dan pihak penjual di Kawasan Pertokoan 



di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang. 

Sedangkan pada wawancara terstruktur adalah pihak yang berada ditengah-tengah 

antara penjual dan aparat penegak Peraturan Daerah yaitu masyarakat (seluruh 

angan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang). 

knik Probability 

ampling yang digunakan mengarah kepada jenis Simple Random Sampling 

dan dilakukan secara acak tanpa 

mempe

Kecamatan Cibodas Kota Tangerang 

warga di Kelurahan Panungg

Dalam penelitian ini peneliti menetapkan untuk meguji sampel dari 

populasi masyarakat di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota 

Tangerang. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti 

menggunakan probability sampling (setiap unsur atau anggota diberikan 

kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel). Te

S

karena anggota populasi diaggap homogen 

rhatikan strata dalam populasi tersebut. 

Tabel 3.7 

Jumlah Penduduk Kelurahan Panunggangan Barat  

Berdasarkan Kelompok Umur 

(Tahun 2010) 

No Kelompok Umur Jumlah 

1 00 - 05 Tahun 1.032 

2 06 - 11 Tahun 1.219 

3 12 - 17 Tahun 1.830 

4 18  Tahun keatas 9.455 

Jumlah 13.536 

 
Dapat dilihat dari tabel diatas, maka populasi dalam penelitian ini 

berjumlah 13.536 jiwa yang terbagi kedalam 4 (empat) kelompok umur. 



Penduduk yang akan menjadi Populasi dalam penelitan ini adalah penduduk 

dengan kelompok umur 18 Tahun keatas yang berjumlah 9.455 jiwa. 

Untuk mendapatkan sampel yang representatif, maka peneliti akan 

menggunakan rumus untuk mencari data yang lebih akurat. Dalam hal ini peneliti 

menggunakan rumus Issac And Michael dengan taraf kesalahan 10%: 

 

 

 

 
2 

P=Q= 0,5 

 

Keterangan :  λ dengan dk = 1, taraf kesalahan bias 1%, 5%, 10%   

   S = Jumlah Sampel  
 

Berda engan taraf 

kesalahan 10% (lih i responden dalam 

penelitian ini adalah P gan Barat Kecamatan 

Cibodas Kota Tan ng ialah seban en. 

 

3.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Burhan B gin (2009:164) berpendapat bahwa pengolahan data adalah 

kegiatan lanjutan setelah pen n data dilaksanakan Pengolahan data secara 

umum 

 pengolahan 

sarkan tabel penentuan sampel dari populasi tertentu d

at lampiran) maka yang akan menjad

enduduk Kelurahan Panunggan

            λ2. N. P.Q  
s = 

d2 (N-1) + λ2. P. Q 
 

gera yak 263 Respond

un

gumpula

pada pendekatan kuantitatif dilaksanakan melalui beberapa tahap 

diantaranya tahap memeriksa (editing), proses pemberian identitas (coding), dan 

proses penjabaran (tabulating). Peneliti melakukan pengolahan data melalui 

perhitungan statistik. Perhitungan data secara statistik artinya proses



beberap

3.4.1 

erupakan metode ilmia askan kumpulan dari data- data 

yang b bentuk angka ata for  telah di konversi kedalam 

entuk angka lalu kemu ian hasil dari perhitungan angka- angka tersebut 

ijelaskan dengan menggunakan teori- teori yang ada. 

3.4.2 Pengujian Hipotesis 

Penelitian ini menggunakan uji hipotesis dua fihak, untuk menguji 

kebenaran hipotesis tersebut, perlu dilakukan uji t-test one sample dengan 

menggunakan rumus: 

 

 

 

 

t  = Nilai t yang dihitung 

µ0 / ρ = Nilai yang dihipotesiskan 

n = Jumlah anggota sampel 

 

 jumlah populasi sebanyak 9455 penduduk, kemudian 

sac and Michael dalam menarik sampel dari 

a data yang telah berbentuk angka, atau data yang dapat dikonversi 

kedalam bentuk angka.  

Analisis Kuantitatif Deskriptif 

M h yang menjel

er u in masi dan data yang

b d

d

 

 

Keterangan: 

X = Nilai rata- rata 

s = Simpangan baku sampel 

 

3.5    Uji Instrumen Penelitian  

Diketahui bahwa yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

masyarakat Kelurahan Panungganggan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang 

Provinsi Banten dengan

 
X - µ0 

t=           s 
 √n 

peneliti menggunakan rumus Is



jumlah

enggunakan (r) Product Moment 

 

cara tetap. Uji ini dilakukan dengan menggunakan korelasi 

product moment, dengan kriteria pengujian yang digunakan adalah suatu 

instrum n dikatakan valid Dalam penelitian ini diketahui t table 

sebesar 1,645 dengan taraf kesalahan sebesar 10%. 

Hasil uji validitas dengan menggunakan program excel 2007 for windows 

secara i da  tabel Uji. Rumusnya sebagai berikut: 

Tahap

 

 

 
 
Keterangan: 

∑xy  = total nilai x dikali y 

∑x2  = total nilai x , ∑y  = total nilai y  

 

 

 populasi sebanyak 9455 penduduk dengan taraf kesalahan 10% dan hasil 

dari penarikan sampel tersebut cukup memberikan hasil yang relavan dalam 

menilai fenomena yang dijadikan masalah dalam penelitian ini yaitu sebanyak 263 

responden.  

3.5.1. Uji Validitas m

Suatu instrumen dalam penelitian dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang ingin diukur dan dapat mengungkapkan data dari variabel- 

variabel yang diteliti se

e jika t hitung  > t table. 

rinc pat dilihat pada lampiran

 1. Uji Korelasi Product Moment 

n    = jumlah sampel 

∑x  = total nilai x,   ∑y = total nilai y 
2 2 2

r  = koefisien korelasi pearson 

Tahap 2. Uji t 

 

  n∑xy - (∑x) (∑y)  
r = 

 (n ∑x2 – (∑x)2 (n ∑y2 - ∑y)2) 
  

√

            r √ n-2           
         t = 

   √ 1- r2  



Keterangan: 

r  
n  = jumlah sampel 

= koefisien korelasi 
t  = nilai t hitung 

 

Uji Validitas menggunakan (r) Product Moment dan Uji t 

No Item r t  t  Keputusan 

valid  = t hitung  > t table 

Sedangkan rekapitulasi hasil uji validitas untuk variabel yang akan di 

analisis dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.8. 

Tabel 3.8 

 
hitung tabel

1 0.7711749 19.569989 1,645 Valid 
2 0.3830319 6.6989653 1,645 Valid 
3 0.7198642 16.754806 1,645 Valid 
4 0.5031819 9.4067767 1,645 Valid 
5 0.7666648 19.291169 1,645 Valid 
6 0.1564215 2.5585617 1,645 Valid 
7 1,645 Valid 0.7284293 17.176726 
8 0.6040512 12.245185 1,645 Valid 
9 0.1953263 3.2175695 1,645 Valid 

10 0.7732  Valid 637 19.701561 1,645
11 0.7347318 17.498078 1,645 Valid 
12 0.2493 Valid 949 4.1605638 1,645 
13 0.2834659 4.7754088 Valid 1,645 
14 0.4661369 8.5119986 1,645 Valid 
15 0.1939039 3.1932183 1,645 Valid 
1  1.8057287 1,645 Valid 6 0.1110801 
1  1,645 Valid 7 0.2931526 4.9536603 

 

 Berdasarkan hasil uji validitas yang terdapat pada table 3.8, menunjukkan 

tung seluruh item pertanyaan lebih besar dari nilai t tabel sebesar 

,645 sehingga seluruh item 

apat digunakan untuk analisis data selanjutn

bahwa nilai t hi

1 dalam instrumen penelitian ini dinyatakan valid dan 

d ya. 

 

 



3. j abilitas meng5.2. U i Reli gunakan Split Half dan Spearman Brown 

Uji reliabilitas digunakan untuk m rumen penelitian 

yang dipakai dapat digunakan berkali- kali pada waktu yang berbeda. Uji 

reliabilitas ini menggunakan internal consistency dengan Teknik Belah Dua (Split 

half) yang tir- butir 

ins  belah me adi dua kel  yaitu ke k gena , 

selanjutnya skor data di tiap kelomp  masing ng dan dij an. 

Jumla kor dari m ing k  hitung oefisien k ya 

dan se jutnya di  men mus S n Brown. en 

dikata liabel  r tab nelitian etahui r t am 

nilai- i r  prod ar 5% unt 00 

adalah 0,138 sedangkan untuk N 3 113 da  N 261 (dk-2) tidak 

ada, sehingga pene an in esar 0, uk N 261

asil uji r ngan kan pro rogram e 07 

for windows. Tekn naka lah Du  Half) arti nik 

ini membagi dua kelo udian di hitung 

 engetahui apakah inst

 kemudian dianalisis dengan rumus Spearman Brown. Bu

trumen di nj ompok, lompo p dan ganjil

ok di susun - masi umlahk

h s asing- mas elompok di  nilai k orelasin

lan  uji kembali ggunakan ru pearma Instrum

kan re jika r hitung > le. Dalam pe  ini dik abel  dal

nila uct moment  dengan taraf signifikasi sebes uk  N 2

00 adalah 0, n untuk

liti melakuk terpolasi seb 123 unt . 

H eliabilitas de  mengguna gram p xcel 20

ik yang digu n adalah Be a (Split nya tek

mpok yaitu ganjil dan genap untuk kem

koefisien korelasinya dari masing- masing skor total. Rinciannya dapat dilihat 

pada lampiran tabel item ganjil dan item genap uji reliabilitas. 

Tahap 1. Uji Korelasi Product Moment 

 
                 n∑xy - (∑x) (∑y)  
r = 
         √ (n ∑x2 – (∑x)2 (n ∑y2 - ∑y)2) 

 

 

 



Keterangan: 

∑xy  = total nilai x dikali y 

∑x2  = total nilai x2, ∑y2 = total nilai y2 

 

n   = jumlah sampel 

∑x  = total nilai x,   ∑y = total nilai y 

r  = koefisien korelasi pearson (1/2 test) 

 Setelah membagi dua kategori item ganjil dan genap, masing- masing skor 

dari keduanya dihitung untuk mendaptkan koofisien korelasi menggunakan (r) 

product moment. Rinciannya dapat dilihat pada lampiran tabel Uji Korelasi (r) 

Product Moment. 

Tahap 2. Rumus Spearman Brown 

 

 

 

Keterangan: 
r ½ test 

 = 0, 765 
 

 
adi,  0,765 > 0,123. Atau itun dikatakan seluruh butir 

strumen adalah RELIA

2. r ½ test 

1 + r ½ test 

 = koefisien korelasi pearson 
r i1  = reliabilitas internal seluruh test 
Reliabel = r hitung  > r table 

 
Diketahui sebelumnya nilai r ½ test adalah 0,62 dan r table adalah 0,123. 

Koefisian korelasi ini selanjutnya dimasukkan dalam rumus Spearman Bown. 

   2 . rb   2 . 0,62 
r i =      =  
 1 + rb   1, 62 

    r i1 =  

J   (r h g  > r table ) sehingga dapat 

BEL. Berdasarkan uji instrumen dalain  m penelitian ini 

udah valid dan reliabel seluruh butirnya, maka instrumen dapat digunakan untuk 

engukuran dalam rangka pengumpulan data. 

s

p

 



3.6 

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan 

Cibodas Kota Tangerang yang merupakan wilayah terletaknya Kawasan 

Pertokoan yang dimaksudkan oleh peneliti di Kota Tangerang. Kawasan 

Pertokoan tersebut  merupakan salah satu lokasi yang melanggar Peraturan 

Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan 

Penjulan Minuman Beralkohol. Luas daripada Kawasan Pertokoan tersebut ialah 

sebesar 55 Ha berarti 1/6 dari luas Kelura ggangan Barat Kecamatan 

Cibodas Kota Tangerang yang luasnya mencapai 318 Ha. 

 

 

Tempat dan Waktu Penelitian 

3.6.1. Tempat Penelitian 

han Panun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6.2. Waktu Penelitian 

Tabel 3.9 

Waktu Penelitian 
 

 
Tahun 2010- 2011 Kegiatan 

 
 Okto li Agustus ber November Desember Januari Februari Maret April  Mei Juni Ju
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BAB I

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

  Kelurahan Panunggangan Barat merupakan salah satu bagian dari wilayah 

administratif Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, lokasinya tepat berbatasan 

langsung dengan wilayah Kabupaten Tangerang yang telah berkembang menjadi 

Tangerang yaitu Lippo Karawaci. Selain 

u p d  u h n a g n B t t r  a  o /   

Jakarta- Merak yang merupakan akses utama ke arah Tangerang- Jakarta. 

Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang 

em  Ha. Kelurahan Panun at 

i k n a a k l a a  a g l a n a e i a a  

a T n e n  r k n e ih 6 KM ke Ibukota Kota, 4 KM ke pusat 

Kecamatan, 196 KM ke Ibukota Provinsi, dan 70 KM ke Ibukota Negara. Secara 

i atan Cibodas Kota Tangerang 

berbatasan dengan: 

Sebelah Utara  : Kelurahan Bencongan 

Sebelah Selatan : Kelurahan Bojong Jaya 

Sebelah Barat  : Kelurahan Nusa Jaya 

Sebelah Timur  : Kelurahan Panunggangan Timur 

Berdasarkan arahan kebijakan Pengembangan Tata Ruang hasil Review 

(PTRW) Kota Tangerang Tahun 20 ususnya Kelurahan Panunggangan 

V 

4.1. Deskripsi Obyek Penelitian

salah satu pusat kegiatan di Kabupaten 

it  a a Kel ra a  Panungg n a  ara  e dapat pula buka n ( n off) Tol

m iliki luas wilayah sekitar 318 ggangan Barat dap

d kata a  wil y h e ur h n y n  et k y  paling jauh dari pusat Pem r nt h n

Kot  a g ra g ja aknya ura g l b   

adm nistratif Kelurahan Panunggangan Barat Kecam

 

00-2010, kh



Barat Kecamatan Cib ya diarahkan sebagai 

awasan industri, perumahan penunjang industri, perdagangan barang dan jasa 

terkait akan peran Kecamatan Cibodas Kota 

WK B 

Kecam

edalam wilayah administratif Kelurahan Panungganga Barat, 

an Karawaci Cyber Park. 

endu ngan Barat pada data kelurahan 

ta Tangerang tahun 2010 sebanyak 

duduk angan Barat Kecamatan 

odas Kota Tangerang pengembangann

k

serta perkantoran. Hal ini juga 

Tangerang sebagai wilayah sub-sub pusat yang dikembangkan sebagai pusat skala 

kecamatan untuk melayani kebutuhan tingkat kota. Dalam usaha menjangkau 

tingkat pelayanan kota  lebih optimal, Kecamatan Cibodas dibagi berdasarkan sub 

bagian wilayah kota (Sub BWK) yang pada akhirnya akan dilayani oleh pusat-

pusat pelayanan kota dengan skala pelayanan yang terhirarki (lebih kecil). 

 Kelurahan Panunggangan Barat berada pada wilayah sub B

atan Cibodas, artinya kegiatan utama dari wilayah Panunggangan Barat 

Kecamatan Cibodas Kota Tangerang adalah perumahan, perdagangan barang dan 

jasa, perkantoran serta fasilitas umum. Untuk pengembangan perumahan 

diarahkan pada lahan- lahan yang masih kosong yang potensial untuk dibangun 

(Perumahan Palem Raya dan Islamic Village). Sedangkan untuk wilayah 

perkantoran di fokuskan pada kawasan Lippo Karawaci yang sebagian 

diantaranya masuk k

diantaranya Karawaci Office Park (Pinangsia) d

 Jumlah P duk Kelurahan Panungga

Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Ko

13.536 jiwa pen . Penduduk di Kelurahan Panungg

Cibodas Kota Tangerang di dominasi oleh penduduk dengan usia 18 tahun keatas. 

Lulusan pendidikan penduduk Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan 



Cibodas Kota Tangerang rata- rata lulusan SMA/ SLTA pada lulusan pendidikan  

umum dan lulusan Madrasah pada lulusan pendidikan khusus. 

4.2. Deskripsi Data 

4.2.1. Profil Responden 

 Responden dalam penelitian yang berjudul “Evaluasi Peraturan Daerah 

Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan 

Penjualan Minuman Beralkohol dengan studi kasus pada Kawasan Pertokoan di 

mampu 

emah

ri responden yang 

Kelurahan panunggangan Barat kecamatan Cibodas Kota Tangerang” ini ialah 

sebanyak 263 responden dengan ketentuan usia 18 tahun keatas. Seluruh 

responden dalam penelitian ini merupakan sampel representatif dari keseluruhan 

anggota populasi sebanyak 9.455 jiwa penduduk pada kelompok usia 18 tahun 

keatas. Pemilihan responden dilakukan oleh peneliti secara random pada 

penduduk Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, 

namun tidak menutup kemungkinan ketika dilapangan peneliti melakukan 

incidental sampling namun tetap pada ketentuan kelompok usia karena 

masyarakat pada kelompok umur tersebut peneliti anggap telah 

m ami hal- hal yang menjadi tujuan peneliti. 

 Dalam usaha memudahkan peneliti mengelompokkan dan mengolah data 

hasil penelitian, maka peneliti membagi pertanyaan- pertanyaan dalam kuesioner 

sesuai dengan indikator- indikator yang nantinya akan diukur berdasarkan teori 

dari Weiss yang peneliti anggap layak dijadikan landasan. Dalam pengisian 

kuesioner, peneliti meminta responden untuk memberikan data identitas diri 

responden sebagai penunjang data. Adapun data identitas di



dimaksud dalam pengisian kuesioner adalah jenis kelamin, Pendidikan Terakhir, 

i. Berikut merupakan rincian data identitas responden 

asyar

t Cibodas Kota Tangerang yang 

 

dan pekerjaannya saat in

m akat Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang 

yang terdapat dalam kuesioner. 

Diagram 4.1 

Jenis Kelamin Responden 

 
Sumber: Hasil Pengisian Kuesioner Penelitian Lapangan, Juni-Juli 2011. 

 Berdasarkan Diagram 4.1 terlihat bahwa responden dalam penelitian ini 

adalah masyarakat Kelurahan Panunggangan Bara

Laki‐ Laki; 151;  

Perempuan; 112; 
43%

Jenis Kelamin Responden

Laki‐ Laki

57%
Perempuan

berusia 18 tahun keatas. Adapun responden yang dijadikan sampel dalam 

penelitian adalah berjumlah 263 responden, dengan keterangan 151 orang laki-

laki (57%) dan 112 orang perempuan (43%).  Mayoritas responden dalam 

penelitian ini adalah responden laki- laki, hal ini karena menurut peneliti laki- laki 

akan lebih mengenal target lokus dalam penelitian ini yakni lokasi hiburan malam 

pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas 

Kota Tangerang. 

 



Diagram 4.2 

Pendidikan Terakhir Responden 

 

den (3%). 

Mayoritas responden yang ditemukan peneliti dari incidental sampling 

enggunakan teknik simple random sampling adalah memiliki lulusan pendidikan 

terakhir SMA/ SLTA, hal ini kar ereka masih sangat rendah 

Sumber: Hasil Pengisian Kuesioner Penelitian Lapangan, Juni-Juli 2011. 

 Berdasarkan Diagram 4.2 terlihat bahwa sebagian besar responden dalam 

penelitian ini lulusan pendidikan terakhirnya adalah SMA (Sekolah Menengah 

Atas) / SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) sebanyak 148 responden (56%). 

Selanjutnya diikuti oleh kelulusan pendidikan terakhir dari S1 (Strata satu) 

sebesar 48 responden (18%). Selanjutnya sebanyak 40 responden (15%) dicapai 

oleh tingkat kelulusan D3 (Diploma Tiga) serta kelulusan D1 (Diploma satu) dan 

SMP (Sekolah Menengah Pertama) / SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat pertama) 

serta lain- lain yakni Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah yang masing- masing 

sebanyak 9 respon

m

ena rata-rata dari m

0% SMPin; 9; 3% /SLTP; 9; 3%

SMA/SLTA; 
148; 56%

D1; 9; 3%

0%

D3; 40; 
15%

S1; 48; 18%

0%

0% Lain‐ La
Pendidikan esponden Terakhir R

SD

SMP

SMA

D1

D2

D3

S1

S2

S3

Lain‐ Lain



keinginannya untuk m ang lebih tinggi atau 

dengan kata lain banyaknya lapangan pekerjaan dengan syarat minimum 

SMA/SLTA di Kota Tangerang membuat mereka ingin segera memiliki 

penghasilan dan mengabaikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, selain itu 

hambatan ekonomi juga menjadi faktor alasan penting bagi mereka tidak 

melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Namun bagi sebagian 

responden lain adalah karena mereka masih melanjutkan pendidikan mereka di 

Perguruan Tinggi/ Universitas dengan kata lain responden dalam penelitian ini 

urutan dominasi yang kedua ditempati oleh Mahasiswa/i yang peneliti anggap 

cukup faham akan masalah yang ada di wilayah mereka ketika dikaitkan dengan 

 
Sumbe

elanjutkan pendidikan ke jenjang y

peraturan daerah. 

Diagram 4.3 

Pekerjaan Responden 

Mahasiswa; 73; 

PNS; 26; 10%
Karyawan; 118; 

45%

Pengusaha; 11; 

Lain‐Lain; 35; 
13%

Pekerjaan Responden

28%

Pedagang/ 

4% Mahasiswa/i

Pegawai Negeri

Karyawan/i

Pedagang/ Pengusaha

Lain‐ Lain

r: Hasil Pengisian Kuesioner Penelitian Lapangan, Juni-Juli 2011. 

 Berdasarkan Diagram 4.3 terlihat bahwa responden sebagian besar 

merupakan Karyawan dengan jumlah sebanyak 118 responden (45%), alasannya 

adalah karena wilayah Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota 



Tangerang memang di arahkan sebagai wilayah strategis perkantoran, sehingga 

responden yang sering ditemui oleh peneliti rata-rata merupakan karyawan/ 

pekerja didaerah tersebut yang juga menetap di Kelurahan Panunggangan Barat 

Kecamatan Cibodas Kota Tangerang. Selanjutnya diikuti oleh Mahasiswa/i 

sebanyak 73 responden (28%) serta PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 26 

responden (10%). Terakhir ditempati oleh pedagang/pengusaha dan Ibu Rumah 

Tangga (dalam pilihan lain-lain), masing- masing sebanyak 11 responden (4%) 

untuk pedagang/pengusaha dan 35 responden (13%) untuk lain- lain. 

4.2.2. Hasil Jawaban Responden atas Kuesioner 

 Dalam tahap ini peneliti akan mendeskripsikan data dari hasil penelitian 

yang dilakukan melalui metode rstruktur (kuesioner) dan tidak 

terstruktur. Dalam wawancar

anggota sampel sebanyak 263 responden yakni masyarakat di Kelurahan 

Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang. Sedangkan wawancara 

tidak terstruktur dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui lebih dalam 

jawaban- jawaban, tanggapan, serta kesaksian responden terhadap masalah 

didaerah tersebut ketika dikaitkan dengan aturan yang dibuat oleh Pemerintah 

setempat. Adapun wawancara terstruktur dan tidak terstruktur ini dilakukan dalam 

rangka mengetahui penilaian masyarakat Kelurahan Panunggangan Barat 

eraturan 

wawancara te

a terstruktur, peneliti menyebarkan kuesioner kepada 

Kecamatan Cibodas Kota Tangerang terhadap pencapaian pelaksanaan P

Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan 

Penjualan Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan 

Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang. 



 Dalam melakukan analisa data, peneliti menggunakan teori Weiss. Dalam 

teori tersebut, Weiss mengemukakan 4 (empat) indikator yang akan diuraikan 

dalam kuesioner. indikator tersebut adalah mengukur dampak (to measure the 

effects) dengan bertumpu pada metodologi riset yang digunakan; dampak (effects) 

tadi menekankan pada suatu hasil (outcomes) dari efisiensi, kejujuran dan moral 

yang melekat pada aturan- aturan standar; perbandingan antara dampak (effects) 

dengan tujuan (goals) menekankan pada penggunaan kriteria (criteria) yang jelas 

dalam menilai bagaimana suatu kebijakan telah dilaksanakan dengan baik; dan 

tan keputusan selanjutnya dan yang terakhir memberikan kontribusi pada pembua

perbaikan kebijakan pada masa mendatang sebagai tujuan sosial (the social 

purpose) dari evaluasi.  

Skala yang dipakai dalam kuesioner adalah skala Likert. Pilihan jawaban 

dalam kuesioner terdiri dari 4 item, yaitu poin A bernilai 4, poin B bernilai 3, poin 

C bernilai 2, dan poin D bernilai 1. Maka semakin tinggi nilai yang diperoleh dari 

kuesioner semakin baik pula pelaksanaan perda tersebut. Pemaparan mengenai 

tanggapan responden atas kuesioner ini akan digambarkan dalam bentuk diagram 

disertai penjelasan dan kesimpulan hasil jawaban dari pertanyaan yang diajukan 

melalui kuesioner berdasarkan indikator dalam teori tersebut. Adapun pemaparan 

jawaban atas kuesioner tersebut adalah sebagai berikut: 

 

 

 



a ikator Mengukur Dampak (to measure the effects) Dengan Bertumpu 

Pada Metodologi Riset Yang Digunakan. 

Diagram 4.4 

Tanggapan Responden Terhadap Diberlakukannya Peraturan Daerah Kota 

Penjualan Minuman Beralkohol Sejak Tahun 2006 Hingga Sekarang 

) Ind

Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pengedaran dan 

Sumbe

menjawab sangat buruk 

sebanyak 51 responden. mendominasinya jawaban buruk terhadap 

diberlakukannya Peraturan daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang 

Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Tangerang 

khususnya diwilayah Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas, 

 
r: Hasil Pengisian Kuesioner Penelitian Lapangan, Juni-Juli 2011.  

 
Berdasarkan Diagram 4.4 sebagian besar responden dalam penelitian ini, 

yaitu sebanyak 142 responden, memberikan pendapat buruk terhadap 

pemberlakuan Peraturan daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang 

Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Tangerang 

khususnya pada wilayah Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas. 

Sedangkan yang lainnya menjawab sangat bagus sebanyak 55 responden, 

menjawab bagus sebanyak 15 responden, dan yang 

Sangat Bagus; 55; 

; 6%

Buruk ;142 ; 54%

Sangat Buruk; 51; 
19% 21%

Bagus;15

Sangat Bagus

Bagus

Buruk

Sangat Buruk



menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Tangerang kurang maksimal dalam 

mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 

tentang Pelarangan Pengedaran  Minuman Beralkohol selama 

k

Pengetahuan Responden Mengenai Kawasan Pertokoan di Kelurahan 

Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang yang Kerap 

Dijadikan Target Daripada Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 

Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan Minuman 

Beralkohol 

dan Penjualan

urang lebih 5 tahun.  

Diagram 4.5 

 
Sumber: Hasil Pengisian Kuesioner Penelitian Lapangan, Juni-Juli 2011.  
 

Berdasarkan Diagram 4.5 mengenai pengetahuan responden akan 

Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota 

Tangerang yang kerap kali dijadikan target pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 

Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan 

Minuman Beralkohol menyatakan sebagian besar responden di Kelurahan 

Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang sebanyak 116 

responden menjawab cukup mengetahui diikuti sebanyak 59 responden lainnya 

yang menjawab mengetahui jika kawasan pertokoan tersebut kerap kali dijadikan 

Mengetahui; 
59; 22%

Cukup 
Mengetahui; 116; 

44%

Kurang 
Mengetahui; 59; 

Tidak 
Mengetahui;29; 

11%

Mengetahui

Cukup Mengetahui

Kurang Mengetahui22%
Tidak mengetahui



target pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 

tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Namun ada 

pula sebanyak 59 responden menjawab cukup mengetahui diikuti dengan 29 

responden menjawab tidak mengetahui jika kawasan tersebut kerap dijadikan 

target pelaksanaan Peraturan Dae Tahun 2005 tentang Pelarangan 

Pen an 

re t 

lam ah 

tersebut terkesan tidak memiliki  tepat bagi para investor dan 

Pemerintah Daerah Kota Tangerang. Akan tetapi bagi responden yang menjawab 

tidak mengetahui atau kurang mengetahui, alasannya adalah karena sebagian 

besar dari mereka meragukan kawasan tersebut sebagai tempat peredaran dan 

penjualan minuman beralkohol, yang mereka ketahui  kawasan tersebut hanyalah 

dijadikan pertokoan biasa dan perkantoran dan bagi sebagian yang lain mereka 

meragukan kawasan pertokoan tersebut tidak memiliki ijin usaha penjualan 

rtokoan 

tersebu

rah Nomor 7 

gedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Mendominasinya jawab

sponden cukup mengetahui membuktikan bahwa kawasan tersebut sudah sanga

a memiliki masalah dengan perizinannya di Kota Tangerang dan masal

 solusi yang

minuman beralkohol sekalipun mereka menjualnya, pasalnya kawasan pe

t merupakan salah satu kawasan group investor besar di Kota Tangerang.  

 

 

 

 

 

 



Diagram 4.6 

Pendapat Responden Mengenai Sosialisasi Peraturan Daerah Kota 

Penjualan Minuman Beralkohol (Pasal 6 dan 13 Ayat 2) Kepada Masyarakat 

di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang 

 
Sumber: Hasil Pengisian Kuesioner Penelitian Lapangan, Juni-Juli 2011.  
 

Pasal 6 dan 13 Ayat 2 dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 

Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol 

berisi mengenai larangan keras kepada masyarakat untuk mabuk didepan umum 

dan berbagai ketentuan pidana yang harus siap dijalani ketika melanggar aturan- 

aturan yang telah ditetapkan. Dalam menjelaskan semua hal tersebut Pemerintah 

Kota Tangerang wajib memberikan sosialisasi kepada masyarakat di Kota 

Tangerang. Berdasarkan Diagram 4.6, sebanyak 137 responden menjawab tidak

Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pengedaran Dan 

 

bagus dan sebanyak 66 responden menjawab sangat tidak bagus sosialisasi yang 

diberikan Pemerintah Kota Tangerang kepada masyarakat di Kelurahan 

Panunggangan Barat atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 

tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang 

dilaksanakan Pemerintah Kota Tangerang. Mendominasinya jawaban tidak bagus 

atas penilaian responden di Kelurahan Panunggangan Barat terhadap sosialisasi 

Sangat Bagus; 20; 

Bagus; 40; 15%

Tidak Bagus; 137; 
52%

Sangat Tidak 
Bagus; 66; 25%

8%

Sangat Bagus

Bagus

Tidak Bagus

Sangat Tidak Bagus



Pemerintah Kota Tangerang dikarenakan responden di Kelurahan Panunggangan 

Barat sebagian besar tidak pernah danya sosialisasi yang diberikan 

Peme inar 

m a 

menjawab bagus sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat di Kelurahan 

Panunggangan Barat atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 

2005.  

Diagram 4.7 

Pengetahuan Responden Mengenai Razia yang Sering Dilaksanakan Pada 

Kawasan Pertokoan Di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas 

Kota Tangerang 

 mengetahui a

rintah Daerah, baik yang melalui spanduk, baliho, pamflet atau sem

hukum yang biasanya dilaksanakan di kantor Kelurahan atau Kecamatan. Sisanya 

enjawab sangat bagus sebanyak 20 responden dan 40 responden lainny

 
Sumber: Hasil Pengisian Kuesioner Penelitian Lapangan, Juni-Juli 2011.  
 

Berdasarkan diagram 4.7 sebagian besar responden menjawab jarang 

sekali sebanyak 94 responden diikuti sebanyak 73 responden menjawab tidak 

pernah mengetahui bahwa Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan  Barat 

Kecamatan Cibodas Kota Tangerang seringkali dirazia karena peredaran dan 

penjualan minuman baralkohol tanpa ijin. Jawaban para responden tersebut dapat 

Selalu; 40; 15%

Sering; 56; 21%

Jarang 
Sekali; 94; 

36%

28%
Tidak Pernah; 73; 

Selalu

Sering
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disinyalir karena berbagai alasan, pertama razia yang dilakukan Pemerintah 

Daerah Kota Tangerang pada kawasan pertokoan di Kelurahan Panunggangan 

Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang terbilang cukup jarang di laksanakan, 

kedua ketika dilaksanakan razia pada kawasan tersebut dilakukan pada waktu 

malam hingga dini hari sehingga banyak responden sekitar yang tidak tahu, ketiga 

responden banyak yang meragukan kawasan tersebut tidak memiliki ijin yang 

legal dari Pemerintah Daerah Kota Tangerang mengingat kawasan tersebut milik 

group investor besar di Kota Tangerang. Sebagian responden lain menjawab 

sering mengetahui sebanyak 56 dan 40 responden selalu mengetahui razia yang 

dilaksanakan pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat 

Kecamatan Cibodas Kota Tanger ang mengetahui biasanya adalah 

m , 

atau mencari kesenangan atau karena harus pulang malam dan adapula mereka 

yang selalu mengupdate kabar berita terbaru harian lokal khususnya berita harian 

lokal Kota Tangerang. 

 

 

 

 

 

 

ang. Mereka y

ereka yang lebih banyak menghabiskan waktu dimalam hari baik untuk bekerja

 

 



Diagram 4.8 

Pendapat Responden Mengenai Ketepatan Peraturan Daerah Kota 

Penjualan Minuman Beralkohol Sebagai Aturan Untuk Menyelesaikan 

Masalah Maraknya Peredaran Miras Dikota Tangerang Khususnya Pada 

Kawasan Pertokoan Di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas 

 
Sumber: Hasil Pengisian Kuesioner Penelitian Lapangan, Juni-Juli 2011.  
 

Berdasarkan diagram 4.8 sebanyak 159 responden menjawab Peraturan 

Daerah Tersebut sangat tidak tepat dan 50 responden lainnya menjawab tidak 

tepatnya Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang 

Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam menyelesaikan 

masalah mengenai maraknya peredaran da

Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran Dan 

Kota Tangerang 

n penjualan minuman beralkohol pada 

Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota 

Tangerang. Alasan mereka ialah karena Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 

7 Tahun 2005 dianggap tidak sempurna menyelesaikan permasalahan peredaran 

dan penjualan minuman beralkohol pada kawasan tersebut. Sebagian yang lain 

sebanyak 47 responden menjawab tepat dan sebanyak 7 responden menjawab 

sangat tepat Peraturan Daerah tersebut dilaksanakan pada Kawasan Pertokoan di 

Sangat Tepat; 
7; 3%

Tepat; 47; 18%

Tidak Tepat; 50; 
19%

Sangat Tidak 
Tepat; 159; 60%

Sangat Tepat

Tepat

Tidak Tepat

Sangat Tidak Tepat



Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang. 

Berdasarkan jawaban para responden pada item ini, dapat dijelaskan bahwa 

sebagian besar responden di Kelurahan Panunggangan Barat tidak puas terhadap 

imple tang 

Pel an 

P  

pada kawasan tersebut, Pemerintah Daerah Kota Tangerang juga dianggap tidak 

konsisten dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 yang mereka buat. 

Disatu sisi judul daripada Peraturan Daerah tersebut adalah Pelarangan 

Pengedaran dan Penjualan minuman beralkohol, namun disisi lain Pemerintah 

memberlakukan syarat tertentu bagi distributor atau investor yang ingin menjual 

atau mengedarkan minuman beralkohol di Kota Tangerang. 

Tabel 4.10 

ngan 

No Pilihan 

responden 

Frekuensi Jawaban Responden Per Jumlah % 

mentasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 ten

arangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Pada Kawas

ertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang

selain dianggap tidak menyelesaikan masalah peredaran minuman beralkohol 

Frekuensi Indikator Mengukur Dampak (to measure the effects) De

Bertumpu Pada Metodologi Riset Yang Digunakan 

Jawaban Indikator Pertanyaan Nomor 
1 2 3 4 5 

1 A 55 59 20 40 7 181 14% 
2 B 15 116 40 56 47 274 20% 
3 C 142 59 137 94 50 482 37% 
4 D 51 29 66 73 159 378 29% 

Total 263 263 263 263 263 1315 100% 
Sumber: Pengolahan Nilai Kuesioner Nomor 1,2,3,4, dan 5. 

Berdasarkan tabel 4.13 kita dapat lihat bahwa tanggapan responden atas 

diberlakukannya pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 



2005 terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol pada Kawasan 

Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang 

tidak memberikan dampak yang signifikan positif kepada masyarakat artinya 

meskipun Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang 

Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol tersebut telah 

berlangsung cukup lama sekitar kurang lebih 5 (lima) tahun berjalan, namun tetap 

tidak memberikan perubahan terutama dari segi dampak yang ditimbulkan akibat 

peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Hal tersebut dibuktikan dengan 

Prosentase responden yang menjawab C dan D lebih besar sebanyak 66% 

dibandingkan prosentase responden yang menjawab A dan B sebanyak 34%. 

 

(outcomes) Dari Efisiensi, Kejujuran dan Moral Yang Melekat Pada 
Aturan- Aturan Standar.  

Diagram 4.9 

Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang 

Dalam Membantu Aparat Menyelesaikan Masalah Pered

b) Indikator Dampak (effects) tadi Menekankan Pada Suatu Hasil 

Pendapat Responden Mengenai Peran Mereka sebagai Masyarakat 

aran dan Penjualan 

Minuman Beralkohol (misal m  informasi keberadaan lokasi 

 
Sumber: Hasil Pengisian Kuesioner Penelitian L

emberikan

peredaran dan penjualan minuman beralkohol) 
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apangan, Juni-Juli 2011. 
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Tid
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 Berdasarkan diagram 4.9 sebagian besar responden dalam penelitian ini, 

yaitu s

lebih 

lanjut peneliti kepada responden yang mengatakan tidak tahu bagaimana caranya 

Diagram 4.10 

Pendapat Responden Mengenai age Kelurahan Panunggangan 

Barat Setelah Diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 

 
Sumber: Hasil Pengisian Kuesioner Penelitian Lapangan, Juni-Juli 2011. 

ebanyak 141 responden menjawab tidak pernah dilibatkan dan sebanyak 

106 responden memlih jarang dilibatkan dalam penyelesaian masalah peredaran 

dan penjualan minuman beralkohol di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan 

Cibodas Kota Tangerang. Jawaban selanjutnya diikuti oleh pilihan sering 

dilibatkan sebanyak 11 responden. sisanya menjawab selalu dilibatkan sebanyak 5 

responden. Mendominasinya jawaban tidak pernah dilibatkannya masyarakat 

dalam menyelesaikan masalah peredaran dan penjualan minuman beralkohol di 

daerah mereka dapat di pengaruhi oleh kurang maksimalnya sosialisasi yang 

dilakuakan pihak Pemerintah Daerah kepada masyarakat di Kelurahan 

Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, seperti yang telah 

diuraiakan penelitian ini pada indikator pertama item nomor 3 (tiga). Lihat 

diagram 4.6. Hal tersebut diketahui oleh peneliti berdasarkan wawancara 

melaporkan kegiatan operasi minuman beralkohol kepada pihak- pihak terkait. 

 Perbaikan Im
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Berdasarkan diagram 4.10, jawaban responden didominasi oleh jawaban 

tidak memperbaiki sebanyak 160 responden diikuti jawaban kurang memperbaiki 

sebanyak 61 responden. Namun ada pula responden dengan jawaban berbeda 

yakni yang menjawab memperbaiki sebanyak 11 responden dan menjawab cukup 

memperbaiki sebanyak 31 responden. Pada item ini terlihat jawaban responden 

mendominasi pilihan tidak memperbaiki, hal ini dikarenakan sebagian responden 

 menilai 

pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005  tidak 

memberikan perubahan positif yang signifikan dari sebelum atau sesudah 

Peraturan Daerah tersebut diimplementasikan selama kurang lebih 5 (lima) tahun 

berjalan. 

Diagram 4.11 

Minuman Beralkohol 

 

 

di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang

Tanggapan Responden Terhadap Pemberian Hukuman Atau Sanksi 

Administrasi Bagi Yang Melanggar Peraturan Daerah Kota Tangerang 

Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan 

Sumber: Hasil Pengisian Kuesioner Penelitian Lapangan, Juni-Juli 2011. 
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 Pada diagram 4.11, diketahui pilihan jawaban responden pada item nomor 

8 (delapan) ini didominasi oleh jawaban sangat tidak tegas sebanyak 181 

responden. Selanjutnya diiringi oleh dominasi jawaban tidak tegas sebanyak 51 

responden. selebihnya pilihan responden menjawab sangat tegas sebanyak 5 

responden dan tegas sebanyak 26 responden. Keterangan tersebut menjelaskan 

bahwa rata- rata masyarakat di Kelurahan Panunggangan Barat banyak yang 

menilai ketidaktegasan hukuman bagi para pengedar dan penjual minuman 

beralkohol karena yang mereka ketahui selama ini pengedar dan penjual minuman 

beralko

 

 

 

 

hol tidak pernah jera akan hukuman yang pernah mereka terima terbukti 

dengan masih beroperasinya pengedaran dan penjualan minuman beralkohol pada 

Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panuggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota 

Tangerang meskipun telah beberapakali terkena razia minuman beralkohol. Selain 

itu jawaban tidak tegas yang juga banyak dipilih dalam item ini menjelaskan 

kembali bahwa dalam setiap kali terlaksananya razia minuman beralkohol, 

pengedar dan penjual hanya dikenakan sanksi administratif saja artinya mereka 

tidak mendapat kurungan penjara dan hanya beberapa barang dagangan mereka 

saja (botol minuman) yang disita oleh aparat. 

 

 



Diagram 4.12 

Pendapat Responden Mengenai Kinerja Para Aparatur Penegak Peraturan 

Daerah Kota Tangerang Dalam Menyelesaikan Masalah Peredaran 

Minuman Beralkohol di Kelurahan Panunggangan Barat  Kecamatan 

Cibodas Kota Tangerang Selama Kurang Lebih 5 (Lima) Tahun Berjalan 

dipilih oleh responden dengan berbagai alasan, salah satunya banyak yang 

 
Sumber: Hasil Pengisian Kuesioner Penelitian Lapangan, Juni-Juli 2011. 
 
 Pada diagram 4.12, dijelaskan bahwa pilihan sangat tidak baik 

mendominasi jawaban sebanyak 166 responden dan diikuti jawaban tidak baik 

sebanyak 75 responden. Sisanya sebanyak 8 responden menjawab sangat baik dan 

baik sebanyak 14 responden. Mendominasinya jawaban sangat tidak baik dari 

para responden terhadap kinerja aparatur penegak Peraturan Daerah Kota 

Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan 

Minuman Beralkohol menegaskan kembali keragu- raguan yang timbul di 

masyarakat atas kinerja para aparatur penegak Peraturan Daerah yang belum juga 

menunjukkan kinerja yang maksimal kepada masyarakat khususnya dalam 

menyelesaikan masalah peredaran dan penjualan minuman beralkohol pada 

Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota 

Tangerang. Selain itu jawaban kinerja aparatur yang tidak baik juga banyak 

Sangat Baik;8; 3% Baik; 14; 5%

Tidak Baik; 75; 

Sangat Baik

Baik

29%Baik; 166; 63%
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beranggapan kembali beroperasinya pengedaran dan penjualan minuman 

beralkohol di kawasan tersebut karena telah memberikan upeti sebelumnya 

epada aparat untuk melancarkan misi mereka mengedar dan menjual minuman 

eralkohol. 

Tabel 4.11 

Frekuensi Indikator Dampak (effects) tadi Menekankan Pada Suatu Hasil 

(outcomes) Dari Efisiensi, Kejujuran dan Moral Yang Melekat Pada Aturan- 

Aturan Standar 

No Pilihan 
Jawaban 

Responden 

Frekuensi Jawaban Responden Per 
Indikator Pertanyaan Nomor 

Jumlah % 

k

b

6 7 8 9 
1 A 5 11 5 8 29 3% 
2 %  B 11 31 26 14 82 7
3 C 106 61 51 75 293 28% 
4 D 141 160 181 166 648 62% 

Total 263 263 263 263 1052 100% 
Sumber: Pengolahan Nilai Kuesioner Nomor 6,7,8, dan 9. 

 Pada hakikatnya Peraturan Daerah merupakan produk dari suara 

masyarakat yang kemudian dibuat dan disahkan oleh Pemerintah Daerah untuk 

mengatur masyarakat dan menciptakan keamanan, ketertiban, serta kenyamanan 

bagi masyarakat. Dan outcomes yang paling berharga bagi Pemerintah Daerah 

adalah berupa kepercayaan dari masyarakatnya dalam melaksanakan Peraturan 

eraturan 

berupa efisiensi serta kejujuran dan moral yang melekat pada aturan.  

Daerah. Dampak yang sebelumnya dijelaskan setelah diberlakukannya P

Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan 

Penjualan Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan 

Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, kini dikaitkan dengan 

hasil yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang (outcomes) 



Berdasarkan tabel 4.14 diatas, kita dapat melihat bahwa penilaian 

masyarakat atau outcomes yang diterima Pemerintah Daerah atas pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan 

Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di 

Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang adalah 

sangat buruk, karena prosentase jawaban responden yang menjawab C dan D 

lebih besar daripada responden yang menjawab A dan B, yaitu berbanding 90% 

dan 10%. Buruknya outcomes berupa penilaian terhadap Pemerintah Daerah Kota 

Tangerang dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 

Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol 

pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panuggangan Barat Kecamatan Cibodas 

Kota Tangerang disebabkan karena output atau pelaksanaan Peraturan Daerah 

yang mereka berikan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh responden dalam 

menciptakan keamanan, kenyama um khususnya dalam 

m

 

 

 

 

 

 

nan, dan ketertiban um

enangani peredaran dan penjualan minuman beralkohol. 

 



c) Indikator Perbandingan Antara Dampak (effects) Dengan Tujuan (goals) 

Menekankan Pada Penggunaan Kriteria (criteria) Yang Jelas Dalam 

 
Diagram 4.13 

Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan 

Minuman Beralkohol Dalam Menciptakan Kota Tangerang Yang Akhlaqul 

Kharimah 

Menilai Bagaimana Suatu Kebijakan Telah Dilaksanakan Dengan Baik.  

Pendapat Responden Tentang Tujuan Peraturan Daerah Kota Tangerang 

 

 

mendominasi jawaban responden disebabkan oleh pelaksanaan Peraturan Daerah 

Sangat 
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Sumber: Hasil Pengisian Kuesioner Penelitian Lapangan, Juni-Juli 2011. 

 Berdasarkan diagram 4.13 sebagian besar responden dalam penelitian ini, 

yaitu sebanyak 186 responden menjawab Peraturan Daerah Kota Tangerang 

Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman 

Beralkohol sangat tidak berhasil dalam menciptakan Kota Tangerang yang 

akhlaqul kharimah. Dan sebagian besar yang lain menjawab tidak berhasil 

sebanyak 38 responden. Namun bagi sebagian yang lain terdapat pula jawaban 

berbeda yakni sebanyak 19 responden menjawab sangat berhasil dan sisanya 

menjawab berhasil sebanyak 20 responden. Jawaban ketidakberhasilan yang 



yang kurang maksimal, meskipun waktu pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 

Tangerang terbilang sudah cukup lama yakni 5 (lima) tahun berjalan hingga saat 

ini, akan tetapi masih banyak tempat- tempat hiburan malam di Kota Tangerang 

yang m ngedarkan dan menjual minuman beralkohol dan menurut responden hal 

tersebut sama sekali tidak mencerminkan budaya kota yang Akhlaqul Kharimah. 

Diagram 4.14 

Pendapat Responden Tentang Tingkat Keberhasilan Peraturan Daerah Kota 

Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pengedaran Dan 

Penjualan Minuman Beralkohol Pada Kawasan Pertokoan Di Kelurahan 

Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang 

 
Sumber: Hasil Pengisian Kuesioner apangan, Juni-Juli 2011. 
 
 Pada diagram 4.14 terlihat sebagian besar responden di Kelurahan 

Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang menjawab sangat tidak 

berhasil sebanyak 177 responden, kemudian diikuti jawaban tidak berhasil 

sebanyak 57 responden. sisanya dijawab berhasil sebanyak 18 responden dan 

sangat berhasil sebanyak 11 responden. dari berbagai jawaban mereka didapat 

sebuah penjelasan bahwa sebagian besar dari responden berpendapat Peraturan 

or 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan 

elurahan 

e
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 Penelitian L

Daerah Kota Tangerang Nom

Penjualan Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di K



Panunggangan Barat yang telah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) tahun tidak 

memberikan perubahan apapun terhadap Kawasan Pertokoan tersebut, artinya dari 

sebelum Peraturan Daerah Nomor 7 dibuat dan disahkan pada tahun 2005 dan 

mulai di implementasikan pada tahun 2006 hingga saat ini, kawasan tersebut 

selain menjadi Kawasan Pertokoan dan Perkantoran, juga menjadi kawasan 

hiburan malam di Kota Tangerang yang rata- rata menjual serta mengedarkan 

minuman beralkohol. 

Diagram 4.15 

Diimplementasikan 

 
Su
 

Berdasarkan perolehan hasil kuesioner item nomor 12 yang 

perhitungannya terlihat pada diagram 4.15 menunjukkan Peraturan Daerah Kota 

Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan 

Minuman Beralkohol khususnya pada wilayah mereka di Kelurahan 

Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, tidak memberikan 

Pendapat Responden Mengenai Perlindungan Yang Mereka Rasakan Setelah 

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang 

Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol 
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125; 48%
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40%

mber: Hasil Pengisian Kuesioner Penelitian Lapangan, Juni-Juli 2011. 



perlindungan yang maksimal kepada masyarakat di Kelurahan Panunggangan 

Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, diikuti pula oleh responden dengan 

jawaban kurang terlindungi sebanyak 105 responden. Jawaban responden yang 

terlindungi sebanyak 10 responden dan yang menjawab cukup terlindungi 

sebanyak 23 responden.  

Berdasarkan keterangan yang didapat peneliti rata- rata jawaban responden 

adalah tidak terlindungi, hal ini dikarena an responden menilai Peraturan Daerah 

ota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 belum dapat menyelesaikan peredaran dan 

penjualan minuman beralkohol di Kota Tangerang khususnya pada Kawasan 

Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota 

Tangerang. Selain itu adanya aturan yang mengatur bahwa minuman beralkohol 

dapat di perjualbelikan dan diedarkan dengan syarat- syarat dan ketentuan- 

ketentuan yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang 

pada Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005. Akan tetapi 

adapula yang beranggapan terutama wanita, Peraturan Daerah Kota Tangerang 

Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman 

Beralkohol yang selalu dibarengi dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 

Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelacuran, membuat mereka risih ketika 

harus pulang malam hari sehabis mereka bekerja yang secara kebetulan sedang 

dilangsungkannya operasi jam malam bagi para wanita terutama pada Kawasan 

Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota 

Tangerang. Hal tersebut memang sangat mungkin terjadi mengingat Kawasan 

k

K



Pertokoan tersebut berada di jalur pintu masuk dan keluar tol Jakarta- Tangerang, 

- Tangerang. Merak

Namun bagi sebagian responden Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 

7 Tahun 2005 telah memberikan perlindungan kepada responden, sebagian dari 

mereka merasa aman ketika harus keluar malam karena tidak perlu takut dan 

khawatir lagi bertemu dengan pemabuk yang mabuk dipingir jalan atau mendapati 

tetangga mereka yang meninggal karena minuman beralkohol, bahkan bagi 

sebagian responden ibu-ibu beranggapan dengan adanya pembatasan penjualan 

minuman beralkohol otomatis terbatas pula tempat hiburan bagi para suami 

mereka yang suka keluar malam untuk mencari hiburan, secara tidak langsung 

larangan 

Penged

Terhadap Harga Yang Diterima Konsumen 

Sumber: Hasil Pengisian Kuesioner Penelitian Lapangan, Juni-Juli 2011. 

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pe

aran dan Penjualan Minuman Beralkohol ini mencegah terjadinya 

perpecahan dalam rumah tangga.  

Diagram 4.16 

Pendapat Responden Mengenai Penggolongan Usaha Tempat Hiburan  Dan 

Resto Penjual Minuman Beralkohol Yang Secara Langsung Berpengaruh 
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 Berdasarkan diagram 4.16 dijelaskan bahwa rata- rata responden 

menjawab sangat tidak setuju sebanyak 180 responden dan tidak setuju sebanyak 

43 responden, alsannya adalah mereka sangat tidak mendukung sesuatu apapun 

yang berkaitan dengan terciptanya tempat hiburan malam, serta adnaya peredaran 

dan penjualan minuman beralkohol. Namun sebagian yang lain menjawab sangat 

setuju sebanyak 22 responden dan menjawab setuju sebanyak 18 responden, 

mereka memberikan alasan berbeda yakni mereka akan mengurangi aktivitas yang 

mereka anggap sebagai hoby atau refreshing karena Semakin harga masuk tempat 

hiburan mahal maka mereka akan berpikir dua kali untuk masuk kesana begitu 

pula dengan pembelian minuman beralkohol. Dan bagi mereka yang menjawab 

setuju, mereka memiliki alasan yang berbeda yaitu menguntungkan daerah dari 

segi pajak yang akan jauh lebih tinggi serta menciptakan ketertiban umum 

terutama pada tempat hiburan. 

Tabel 4.12 

Frekuensi Indikator Perbandingan Antara Dampak (effects) Dengan Tujuan 

Menilai Bagaimana Suatu Kebijakan Telah Dilaksanakan 

No Pilihan 

(goals) Menekankan Pada Penggunaan Kriteria (criteria) Yang Jelas Dalam 

Jawaban 
Frekuensi Jawaban Responden 

Per Indikator Pertanyaan Nomor 
Jumlah % 

Responden 10 11 12 13 
1 A 19 11 10 22 62 6% 
2 B 20 18 23 18 79 8% 
3 C 38 57 105 43 243 23% 
4 D 186 177 125 180 668 63% 

Total 263 263 263 263 1052 100 % 
Sumber: Pengolahan Nilai Kuesioner Nomor 10,11,12, dan 13 

 Berdasarkan tabel 4.15 dapat kita lihat bahwa perbandingan antara dampak 

dengan tujuan pada penggunaan kriteria yang jelas dalam menilai bagaimana 



Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan 

Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol telah dilaksanakan pada 

Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota 

Tangerang menurut penilaian responden adalah sangat tidak berhasil. Hal tersebut 

berdasarkan jumlah prosentase jawaban responden yang lebih banyak menjawab 

C dan D, sedangkan yang me B tidak terlalu mendominasi. 

P

hanya sebesar 14 eraturan Daerah 

Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan 

Penjualan Minuman Beralkohol di laksanakan selama kurang lebih 5 (lima) tahun 

berjalan sejak 2006, masyarakat kurang begitu merasakan hasil optimal berupa 

perubahan- perubahan yang signifikan dan menjadi tujuan bersama masyarakat 

Kota Tangerang pada umumnya dan masyarakat di Kelurahan Panunggangan 

Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang pada khususnya. 

 

njawab A dan 

erbandingan keduanya adalah jawaban C dan D sebesar 86% sedangkan A dan B 

%. Hal tersebut membuktikan bahwa selama P

 

 

 

 

 

 

 



d) Indikator Memberikan Kontribusi Pada Pembuatan Keputusan 

Selanjutnya dan Perbaikan Kebijakan Pada Masa Mendatang Sebagai 

 

Diagram 4.17 

Pendapat Responden Me

Tujuan Sosial (the social purpose) Dari Evaluasi.  

ngenai Aspirasi Mereka Dalam Pembuatan 

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang 

Pelarangan Pengedaran D an Minuman Beralkohol 
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an Penjual

Sangat 
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Sumber: Hasil Pengisian oner litia anga ni-
  

Kuesi  Pene n Lap n, Ju li 201

 Berdasarkan diagram 4.17 diketahui sebagian besar responden menjawab 

sangat tidak mewakili sebanyak 170 responden, alasan mereka adalah banyak 

aturan- aturan yang dimuat dalam Peraturan Daerah tersebut yang tidak sesuai 

dengan keinginan mereka seperti pemberian ketegasan hukuman penjara dan 

bukan hanya dikenakan sanksi administratif saja atau dengan kata lain jangan 

hanya Peraturan Daerah saja yang melarang keras peredaran dan penjualan 

minuman beralkohol melainkan harus juga dimuat secara tegas dalam KUHP 

(Kitab Undang- Undang Hukum Pidana). Dan bagi sebagian besar yang lain 

menjawab kurang mewakili sebanyak 47 responden,  alasannya mereka tidak tahu 

lewat cara atau alat apa Pemerintah Daerah membuat kebijakan tersebut, 

Kurang Mew
 18%

akili; 
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M  
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mengingat Peraturan Daerah yang ideal adalah yang mewakili aspirasi rakyatnya 

minimal melalui langkah survey. Dilanjutkan oleh jawaban responden yang 

menjawab sangat mewakili sebanyak 22 responden dan cukup mewakili sebanyak 

24 responden, alasannya mereka sudah merasa cukup puas dengan adanya aturan 

yang mengatur ketertiban umum seperti operasi pengedaran dan penjualan 

minuman beralkohol di Kota Tangerang khususnya di Kelurahan Panunggangan 

arat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang. 

Diagram 4.18 

Pendapat Responden Mengenai Peranan Riset/ Penelitian Tentang Kajian- 

Kajiannya Terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota 

Tangerang Dalam Memberikan Masukan Bagi Pembuatan Kebijakan 

Selanjutnya 

 
Sum er: Hasil Pengisian Kuesioner Penelitian Lapangan, Juni-Juli 2011. 
 
 den 

mend ting 

sebanya et atau 

penelitian dalam menunjang pengetahuan Pemerintah Daerah dalam mengambil 

keputusan dimasa yang akan datang untuk memperbaiki sistem yang salah dan 

menambahkan kekurangan aturan- aturan yang dapat menyempurnakan Peraturan 

B

Sangat Penting; 
33; 13%

 Penting; 37; 
14%

Sangat Tidak 
Penting; 13; 5%

Tidak

Sangat Penting

Penting

Penting; 180; 
68%

Tidak penting

Sangat Tidak Penting

b

Berdasarkan diagram diatas, diketahui bahwa jawaban respon

ominasi jawaban penting sebanyak 180 responden dan sangat pen

k 33 responden, alasannya mereka mengetahui akan pentingnya ris



Daerah secara keseluruhan. Sedangkan bagi para responden yang menjawab 

dengan jawaban sangat tidak penting sebanyak 13 responden dan jawaban tidak 

penting sebanyak 37 responden, mereka berpendapat Pemerintah akan 

membutuhkan dana yang cukup besar untuk kepentingan riset, sedangkan 

sebaiknya dana-dana tersebut dialokasikan untuk hal-hal lain yang bersifat fisik 

kepada masyarakat selain itu sebaiknya tidak hanya riset atau penelitian yang 

dijadikan pedoman utama untuk membuat perubahan kearah yang lebih baik 

si sistem 

Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pengedaran Dan 

 

 

dalam Peraturan Daerah, namun ada baiknya juga apabila kita mengadop

yang telah berhasil diberlakukan di Kota/ Kabupaten lain yang memiliki tujuan 

sama. 

Diagram 4.19 

Pendapat Responden Mengenai Penambahan Pasal Dalam Peraturan Daerah 

Penjualan Minuman Beralkohol Yang Menyangkut Penjaminan Lapangan 

Kerja Bagi Kurir Penjual/ Pengecer Minuman Beralkohol  

Sumber: Hasil Pengisian Kuesioner Penelitian Lapangan, Juni-Juli 2011. 

 Berdasarkan diagram 4.19, diketahui responden yang menjawab sangat 

perlu mendominasi item ini sebanyak 130 responden dan diiringi jawaban sangat  
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perlu dari responden sebanyak 32 responden. Namun adapula yang menjawab 

sebaliknya yakni responden yang menjawab sangat tidak perlu sebanyak 35 

responden dan jawaban tidak pe 6 responden. Dari keseluruhan 

ja  

Pan ap 

nasib para pekerja tempat hibura ang ijin perdagangan minuman 

beralkoholnya dipertanyakan atau illegal, terbukti dengan jawaban mereka yang 

menginginkan adanya penambahan pasal Peraturan Daerah Kota Tangerang 

Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman 

Beralkohol selanjutanya dimasa yang akan datang. Namun alasannya lain yang 

bertentangannya adalah hal tersebut tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena 

selain bekerja ditempat hiburan mereka juga bisa bekerja ditempat lain tanpa 

Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Tangerang Dengan Pengawasan 

 

rlu sebanyak 6

waban mereka dapat diartikan sebagian besar responden di Kelurahan

unggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang sangat peduli terhad

n dan resto y

harus meminta lapangan pekerjaan kepada Pemerintah Daerah.  

Diagram 4.20 

Pendapat Responden Mengenai Lokalisir Tempat Pengedaran Dan 

Dan Persyaratan Tertentu 

Sumber: Hasil Pengisian Kuesioner Penelitian Lapangan, Mei- Juni 2011.  

Sangat Setuju; 

Setuju; 52; 20%

Setuju; 89; 

Sangat Tidak 
Setuju ; 107; 41%

15; 6%

Tidak 

34%

Sangat Setuju

Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju



 Berdasarkan diagram 4.20, jawaban responden yang paling mendominasi 

adalah jawaban sangat tidak setuju sebanyak 107 responden dan diiringi oleh 

jawaban tidak setuju sebanyak 89 responden, alasannya mereka sangat tidak 

setuju dengan adanya lokalisasi tempat hiburan dan menolak dengan keras segala 

bentuk apapun yang memicu peredaran dan penjualan minuman beralkohol. 

Menurut sebagian responden tempat hiburan di Kota Tangerang sebaiknya 

ditutup. Alasan lainnya adalah tempat hiburan yang menjual 

y  

hiburan gi dari 

sebelumnya. Jawaban lain sebanyak 15 responden menjawab sangat setuju dan 52 

responden menjawab setuju dengan adanya lokalisasi kawasan tempat hiburan, 

dengan harapan adanya lokalisir tempat hiburan tersebut dapat menciptakan 

ketertiban umum. 

Tabel 4.13 

Frekuensi Indikator Memberikan Kontribusi Pada Pembuatan 

Keputusan Selanjutnya dan Perbaikan Kebijakan Pada Masa Mendatang 

No Pilihan Frekuensi Jawaban Responden Jumlah % 

 ketika suatu 

minuman beralkohol dilokalisir maka akan menimbulkan adanya masalah baru 

akni spekulasi uang upeti kepada aparat, sehingga harga yang ditawarkan tempat

tersebut kepada konsumennya pun akan jauh lebih ting

Sebagai Tujuan Sosial (the social purpose) Dari Evaluasi. 

Jawaban 
Responden 

Per Indikator Pertanyaan Nomor 
14 15 16 17 

1 A 22 33 32 15 102 10% 
2 B 24 180 130 52 386 37% 
3 C 47 37 66 89 239 23% 
4 D 170 13 35 107 325 30% 

Total 263  263  263  263  1052  100 % 
Sumber: Pengolahan Nilai Kuesioner Nomor 14,15,16, dan 17 



 Berdasarkan tabel 4.13 dapat kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya 

responden di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota 

Tangerang ingin sekali banyak memberikan kontribusi positif mereka berupa 

aspirasi atau saran kepada Pemerintah Kota Tangerang dalam memperbaiki 

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan 

Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang dinilai sangat tidak berhasil 

dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berjalan untuk selanjutnya dibuat, 

disahkan dan diimplementasikan dimasa yang akan datang. Hal tersebut 

berdasarkan perhitungan jawaban responden pada indikator memberikan 

kontribusi pada pembuatan kepu a dan perbaikan kebijakan pada 

masa Dan 

perbandingannya adalah j % sedangkan berbanding 

lebih kecil yakni jawaban A dan B yang hanya sebesar 47%. 

 

4.3. Pengujian Hipotesis 
 

Hipotesis yang peneliti ajukan dalam penelitian yang berjudul “Evaluasi 

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan 

Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di 

Kelurahan Panunggangan Barat Kecama n Cibodas Kota Tangerang” ini adalah 

tusan selanjutny

 mendatang sebagai tujuan sosial (the social purpose) dari evaluasi. 

awaban C dan D sebesar 53

ta

sebagai berikut: 

“Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 

tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada 



Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas 

Kota Tangerang adalah tercapai sebesar 47%”. 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan rumus t-test one 

sample. Adapun penghitungan hipotesis dalam penelitian ini melalui tahap- tahap 

sebagai berikut: 

1. Skor yang harus diperoleh dalam jawaban- jawaban dari pertanyaan- 

pertanyaan yang diajukan dalam bentuk kuesioner untuk mengetahui 

evaluasi dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 

Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman 

Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat 

Kecamatan Cibodas Kota Tangerang berdasarkan data yang telah 

diperoleh adalah sebagai be

  

Kete awaban 

pert ang ia  sk ni 

berdasarkan pada skala Lik lah sampel yang dijadikan 

responden dalam penelitian ini, dan  jum item pertanyaan yang 

diajukan kepada responden dalam bentuk kuesioner (jumlah item 

i n). Rata- rata skor ideal dari penelitian tersebut adalah 17.884 : 

besar 8.492 (lihat 

rikut: 

 

rangannya adalah 4 = nilai tertinggi dari setiap pilihan j

4 x 263 x 17 = 17.884 

anyaan y diajukan pada responden (kriter penilaian or i

ert), 263 = jum

17 = lah 

nstrume

263 = 68. Sedangkan untuk skor penelitian adalah se

tabel induk). Dengan demikian nilai evaluasi pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan 

Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan 



di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang 

adalah 8.492 : 17.884 = 0,47 maka dalam prosentase menjadi 47%. 

Sehingga pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 

2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol 

pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan 

Cibodas Kota Tangerang tercapai sebesar 47%. Dalam variabel penelitian 

tentang evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 

Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman 

Beralkohol nilai yang dihipotesiskan adalah tercapai sebesar 47% (0,47), 

Hal ini berarti 0,47 x 68 = 31,96. Hipotesis statistiknya dapat dirumuskan 

 ≠ 47% ≠ 0,47 x 68 = 31,96 

2. 

  µ0 =  31,96 

t =  X - µ0 
          s/ √n  

sebagai berikut: 

a. H0 untuk memprediksi µ sama dengan 47%. 

b. Ha untuk memprediksi µ lebih tinggi atau leih rendah 47%.  

Dari hal ini, maka: 

a. H0 : µ = 47% = 0,47 x 68 = 31,96 

b. Ha : µ

Pengujian hipotesis menggunakan rumus t- test one sample adalah sebagai 

berikut: 

Diketahui :      X  =  32,29 

  s    =  6,44 
  n   =  263 
Ditanya : t ? 

Jawab : 

  
  



  t = 32,29 – 31,96 

  t =    0,33 
          0,39 
 
  t =  0,846 

 Harga t hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga t tabel 

dengan derajat kebebasan (dk) = n-1 = 263 -1 = 262 dan taraf kesalahan α = 10%. 

Dilihat dari derajat kebebasan 262 yang tid

   6,44 / √263  

 

ak ada dalam tabel distribusi t, maka 

(dk) ta

penelit

kecil d

1,645) 

penerim

       -1,645    -0,846      0,846  1,645 
 

Gambar 4.2.  

diputuskan t tabel dalam hipotesis penelitian ini menggunakan derajat kebebasan 

k terhingga dengan taraf kesalahan 10% yaitu 1,645. Hipotesis dalam 

ian ini menggunakan uji dua fihak, diketahui bahwa harga t hitung lebih 

ari pada harga t tabel atau jatuh pada daerah penerimaan H0 (0,846 < 

maka H0 diterima dan Ha ditolak. Berikut merupakan gambar kurva daerah 

aannya: 

Daerah Penerimaan H0                                  Daerah penerimaan Ha 

 
 

Kurva Penerimaan dan Penolakan Hipotesis 

 



4.4. Int

 

rumusa

sebelum

menjel

dan me il penelitian. Skor ideal yang telah dihitung pada bahasan 

 hasil penelitian yang 

demikian 

nilai evaluasi dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 

njualan Minuman Beralkohol pada 

gan Barat Kecamatan Cibodas Kota 

aka jawaban dari rumusan 

masala juan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 

tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada 

Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas 

Kota Tangerang? 

Penj lasan :

elaksa aan P aerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 

tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sudah 

berlangsung kurang lebih 5 (lima) tahun berjalan. Berdasarkan jawaban para 

responden yang merupakan masyarakat di Kelurahan Panunggangan Barat 

erpretasi Hasil Penelitian 

Interpretasi hasil penelitian merupakan usaha peneliti untuk menjawab 

n masalah dalam penelitian ini. Dalam menjawab permasalahan yang 

nya telah dirumuskan terdapat beberapa langkah yang dilakukan untuk 

askan jawaban dari rumusan masalah tersebut yaitu menentukan skor ideal 

nghitung skor has

pengujian hipotesis adalah 17.884. Sedangkan skor

sebelumnya telah dijumlahkan terlebih dahulu adalah 8.492. dengan 

2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Pe

Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggan

Tangerang adalah 8.492 : 17.884 = 0,47 atau diprosentasekan (dikali 100%) 

menjadi 47%. Berdasarkan perhitungan tersebut, m

h deskriptif yang menjadi tu

e  

P n eraturan D



Kec

ngan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol tidak 

memberikan

hingga saat ini. Hal tersebut tergambarkan dengan masih banyaknya peredaran 

dan penjualan minuman beralkohol di Kota Tangerang khususnya pada 

Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas 

Kota Tangerang.  

Selain tidak memberikan dampak positif yang signifikan kepada 

masyarakat di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota 

Tangerang, Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 yang 

berlangsung s ak memberikan 

kesan baik kepada masyarakat khususnya warga di Kelurahan Panunggangan 

 Tangerang. Melalui prosentase sebesar 90% 

resp

amatan Cibodas Kota Tangerang terhadap kuesioner yang berlandaskan 

pada teori Evaluasi dari Weiss, secara garis besar menjelaskan bahwa dampak 

yang dibawa Pemerintah Daerah Kota Tangerang pasca diberlakukannya 

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan 

Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol khususnya pada Kawasan 

Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota 

Tangerang adalah relatif buruk. Terbukti dengan perolehan prosentase sebesar 

66% menjawab Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang 7 Tahun 2005 

tentang Pelara

 perubahan positif yang signifikan selama 5 (lima) tahun berjalan 

elama 5 (lima) tahun berjalan, ternyata juga tid

Barat Kecamatan Cibodas Kota

onden menjawab kegiatan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang 

Nomor 7 Tahun 2005 berdasarkan efisiensi, kejujuran dan moral yang dimiliki 



terbilang sangat buruk. Sehingga outcomes yang diterima pemerintah dari 

masyarakat berupa kepercayaan kepada Pemerintah pun buruk.  

Penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 

Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 menjawab relatif kurang berhasil berdasarkan 

jawaban responden pada indikator ketiga dengan prosentase kurang berhasil 

sebanyak 86%. Meskipun dari segi pelaksanaan dirasa oleh masyarakat di 

Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang masih 

banyak kekurangan, namun mereka tetap berharap adanya perbaikan- 

perbaikan kearah yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Salah satu caranya 

adalah memberikan kontribusi kepada Pemerintah berupa saran dan masukan- 

daran dan Penjualan Minuman Beralkohol secara tertulis 

r 47% berdasarkan hasil jawaban responden, akan tetapi 53% 

sisan

2. 

masukan yang positif untuk perbaikan dalam pembuatan kebijakan serupa 

selanjutnya akan tetapi lebih baik dari sebelumnya. Kekurangan- kekurangan 

yang dimiliki Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang 

Pelarangan Penge

hanya sebesa

ya merupakan implementasi yang selama 5 (lima) tahun berjalan ini 

dinilai buruk dan harus diperbaiki oleh aparatur penegak Peraturan Daerah, 

serta ketegasan Peraturan Daerah baik secara tertulis dan terimplementasikan. 

Seberapa tinggi tingkat keberhasilan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 

Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan 

Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan 

Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang? 

 



Penjelasan : 

Tingkat kesempurnaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 

2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada 

Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas 

Kota Tangerang adalah 100%, namun berdasarkan perhitungan statistik yang 

telah diuraikan peneliti sebelumnya melalui kuesioner dan uji hipotesis 

membuktikan bahwa tingkat pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang 

Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman 

Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat 

Kecamatan Cibodas Kota Tangerang hanya tercapai sebesar 47%. Angka 

pros

 dan masih 

mem

entase sebesar 47% merupakan angka yang sebelumnya telah diduga oleh 

peneliti dalam pembuatan hipotesis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 

Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan 

Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan 

Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang adalah tercapai sebesar 47%. 

Berdasarkan kategori skala interval angka prosentase sebesar 47% 

menyimpulkan pada dasarnya Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang 

Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman 

Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat 

Kecamatan Cibodas Kota Tangerang adalah kurang baik

erlukan perbaikan- perbaikan dari segi pelaksanaannya untuk menjadi 

lebih baik dimasa yang akan datang. 

 



4.5
 
  

ma

Ta

pa

Ko

de

Pe

Pe

Pe

ter

fih

Ta  

i yang dikemukakan oleh Weiss 

bahwa didalam evaluasi terdapat 4 (empat) unsur yang saling berhubungan, maka 

selanjutnya akan di jelaskan bagaimana penilaian terhadap Peraturan Daerah Kota 

Tanger

M

Ke

W

. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian dan penghitungan serta pengujian hipotesis, 

ka dapat diketahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 

hun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol 

da Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas 

ta Tangerang adalah tercapai sebesar 47%. Prosentase sebesar 47% sama 

ngan dugaan peneliti sebelumnya lewat hipotesis yang menyebutkan 

laksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang 

larangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Kawasan 

rtokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang 

capai sebesar 47%. Pengujian hipotesis yang dilakukan berdasarkan uji dua 

ak menunjukkan bahwa H0 diterima, artinya Evaluasi Peraturan Daerah Kota 

ngerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan

Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat 

Kecamatan Cibodas Kota Tangerang terlaksana sebesar 47% dan masuk kedalam 

kategori kurang baik, sesuai dengan ketentuan skala interval hipotesis. 

 Berkaitan dengan unsur-unsur evaluas

ang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan 

inuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat 

camatan Cibodas Kota Tangerang dengan menggunakan unsur- unsur evaluasi 

eiss. 



 

me

ris

Pe

Pe

Ke

ter

sig

Ka

Ta

 

pa

atu

Ko

Pe

pe

mo lam aturan standar. 

 ada unsur yang ketiga dinyatakan bahwa perbandingan antara dampak 

juan (goals) menekankan pada penggunaan kriteria (criteria) 

Pada unsur pertama dari evaluasi dinyatakan bahwa evaluasi adalah untuk 

ngukur dampak (to measure the effects) dengan bertumpu pada metodologi 

et yang digunakan. Dampak yang ditimbulkan pasca adanya pelaksanaan 

raturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan 

ngedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di 

lurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, adalah 

bilang tidak baik atau tidak memberikan dampak/ perubahan positif yang 

nifikan terhadap maraknya peredaran dan penjualan minuman beralkohol pada 

wasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota 

ngerang.  

Unsur yang kedua dinyatakan bahwa dampak (effects) tadi menekankan 

da suatu hasil (outcomes) dari efisiensi, kejujuran, dan moral yang melekat pada 

ran- aturan standar. Kinerja Pemerintah atas Pelaksanaan Peraturan Daerah 

ta Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan 

njualan Minuman Beralkohol yang sangat buruk memberikan hasil kepada 

merintah (outcomes) yang buruk pula, didasarkan pada efisiensi, kejujuran dan 

ral yang seharusnya mereka miliki da

P

(effects) dengan tu

yang jelas dalam menilai bagaimana suatu kebijakan telah dilaksanakan dengan 

baik. Penilaian masyarakat terhadap Pemerintah Daerah dalam unsur ini 

cenderung kurang baik, karena dirasa Pemerintah Daerah masih kurang maksimal 

dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 



tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada 

Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota 

Tangerang. 

 Terakhir pada unsur yang keempat dinyatakan bahwa dalam evaluasi ada 

pemberian kontribusi pada pembuatan keputusan selanjutnya dan perbaikan 

kebijakan pada masa mendatang sebagai tujuan sosial (the social purpose) dari 

evaluasi, tingginya keinginan masyarakat untuk menjadikan wilayah mereka lebih 

baik dan terbebas dari adanya operasi peredaran dan penjualan minuman 

beralkohol membuat mereka ingin memberikan kontribusi atau masukan saran 

yang positif kepada Pemerintah Daerah melalui berbagai cara, agar aspirasi dan 

pendapat mereka didengar dan diimplementasikan sesuai dengan keinginan 

asyar

 

 

 

 

 

 

 

 

m akat. Karena pada hakikatnya Peraturan Daerah adalah milik masyarakat 

yang pembuatan dan pengesahannya di buat oleh Pemerintah Daerah untuk 

menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

1. Hasil penelitian untuk mengetahui bagaimana evaluasi Peraturan Daerah Kota 

Tan

sitif yang signifikan 

uran Daerah. Hal tersebut berdasarkan prosentase dalam kuesioner 

gerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan 

Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan 

Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, membuktikan bahwa:  

a. Dampak yang dibawa Pemerintah Daerah Kota Tangerang pasca 

diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 

tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol 

terbilang tidak memberikan dampak/ perubahan po

kepada masyarakat khususnya warga di Kelurahan Panunggangan Barat 

Kecamatan Cibodas Kota Tangerang. 

b. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang 

Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol selain tidak 

memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat di Kelurahan 

Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, Peraturan 

Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 juga memiliki masalah 

dengan kinerja Pemerintah Daerah Kota Tangerang dalam melaksanakan 

Perat

yang menyimpulkan masyarakat di Kelurahan Panunggangan Barat 

Kecamatan Cibodas Kota Tangerang kurang memberikan kesan baik 



terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Tangerang yang dapat dikatakan 

sebagai input dari proses yang nantinya akan menghasilkan outcomes bagi 

pemerintah berupa kepercayaaan dari masyarakatnya. 

c. Berawal dari output Pemerintah yang dinilai oleh masyarakat di Kelurahan 

Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang yang tidak  

berhasil, terbukti dengan masih banyaknya operasi penjualan dan 

peredaran minuman beralkohol khususnya pada Kawasan Pertokoan di 

kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, 

maka dapat disimpulkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 

Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman 

Beralkohol belum mencapai tujuan yang maksimal. Pemerintah masih 

harus memperbaiki kekurangan- kekurangan yang dimiliki untuk 

perubahan positif yang signifikan dimasa mendatang. 

d. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang 

Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Bealkohol dinilai oleh 

masyarakat di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota 

Tangerang masih memerlukan banyak perubahan terutama dari segi 

implementasi atau pelaksanaannya, sehingga membutuhkan banyak 

kontribusi positif berupa mas sukan atau saran yang membangun 

dari masyarakat untuk m raturan Daerah Kota Tangerang 

Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan 

eralkohol lebih baik dimasa yang akan datang. 

ukan- ma

enjadikan Pe

Minuman B



2. Hasil penelitian untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan 

pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang 

Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Kawasan 

Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota 

lah sebesar 47%. Angka prosentase 

 

Tangerang, membuktikan bahwa berdasarkan perhitungan statistik yang telah 

diuraikan peneliti sebelumnya melalui kuesioner dan uji hipotesis 

membuktikan bahwa tingkat pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang 

Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman 

Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat 

Kecamatan Cibodas Kota Tangerang hanya

sebesar 47% merupakan angka yang juga diduga peneliti yang sebelumnya 

membuat hipotesis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 

Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman 

Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat 

Kecamatan Cibodas Kota Tangerang adalah tercapai sebesar 47%. Tingkat 

pelaksanaan sebesar 47% dapat disimpulkan pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan 

Penjualan Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan 

Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang masuk kedalam 

kategori kurang baik, sesuai dengan ketentuan skala interval hipotesis. 

 

 



5.2. Saran 

 Saran peneliti ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kota Tangerang dalam 

memperbaiki pelaksanan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 

tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol untuk 

menjadi lebih baik dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan 

selanjutnya dimasa yang akan datang, sebagai berikut: 

a. Pemerintah Daerah Kota Tangerang sebaiknya memaksimalkan output 

(pelaksanaan) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 

tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, 

dengan cara meningkatkan kinerja aparatur serta menindaklanjuti 

kecurangan- kecurangan yang seringkali terjadi dalam pelaksanaan 

Peraturan Daerah yang dilakukan oleh aparaturnya sendiri. 

b. Meningkatkan sosialisasi adanya Peraturan Daerah Kota Tangerang 

Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan 

Minuman Beralkohol kepada masyarakat terutama masyarakat di 

Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang. 

Sehingga diharapkan nantinya masyarakat dapat membantu aparat seperti 

memberikan laporan atau keterangan yang memudahkan aparat dalam 

melaksanakan Peraturan Daerah.  

c. Memberikan kesempatan atau memberikan wadah kepada masyarakat 

khususnya di Kelurahan Panunggangan Barat, agar mereka dapat 

menyalurkan kontribusi berupa saran serta aspirasinya langsung kepada 



Pemerintah Daerah Kota Tangerang dalam rangka perbaikan pembuatan 

kebijakan dan pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.  

d. Diharapkan Pemerintah dapat bertindak tegas pula dalam pemberian 

hukuman atau sanksi terhadap berbagai pelanggaran- pelanggaran 

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang 

Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol khususnya 

pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan 

Cibodas Kota Tangerang. 

e. Pemerintah Daerah Kota Tangerang dapat mengetahui tingkat keberhasilan 

atau mengontrol keberhasilan Peraturan Daerah melalui evaluasi yang 

dilakukan secara continue dan bertahap pada waktu- waktu yang sudah 

ditentukan sebelumnya. Pemerintah Daerah juga dapat memanfaatkan 

hasil survei atau literatur yang mendukung proses evaluasi Peraturan 

Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan 

Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol khususnya pada Kawasan 

Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota 

Tangerang.  
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